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ABSTRAK 

 

Ades Faisal Pradana. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Tata Kelola Keuangan 

Pemerintahan Desa Klampok KecamatansSingosaris Kabupatens 

Malang” 

Pembimbings  : Sulis Rochayatun, M.Akun. 

Kata Kuncis    : Pengelolaan, KeuangansDesa, Pemerintah  Desa 
 

 

Pembangunan daerah gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. 

Pembangunan ini dilakukan sampai ke desa-desa. Untuk mewujudkan pembangunan 

disdesa, Pemerintah melalui sPeraturan sMenteri sDalams Negeris 

Nomors113sTahuns2014 memberis kewenangan skepada spemerintah sdesa ssebagai 

unit spemerintah terkecil suntuk ssecara smandiri smengelola skeuangannya. 

Pengelolaans keuangan desa sadalah  keseluruhan skegiatans yang smeliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, spelaporan, sdan spertanggungjawaban 

keuangan sdesa. 

Penelitian ini menggunakans metodes kualitatif  deskriptif yaitu dengan 

menganalisis data yang terkait dengan pengelolaan keuangan berupas wawancara sdan 

sdata sekunders yang diperoleh dari Desa Klampok kemudian membandingkannya 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sNomor 113sTahuns2014. 

Hasil penelitian menunjukan pengelolaanskeuangansDesa Klampok tidak 

sepenuhnya sesuaisdengan Permendagri sNomor 113 Tahuns2014. Hal ini terlihat dari 

segi akuntabilitas pelaksanaan yang terkait dengan jumlah maksimum uang tunai di 

brankas yang tidak boleh melebihi Rp50.000.000, selain itu dari segi akuntabilitas 

pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa masih terlambat dalam 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati. Dalam menjalankan 

asas transparan, Pemerintah Desa Klampok sudah mencoba transparan dengan cara 

menyampaikan anggaran dan realisasi menggunakan papan pengumuman. Asas 

partisipasi menunjukan bahwa masyarakat Desa Klampok telah ikut andil dalam proses 

pengelolaan keuangan di Desa Klampok. 
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ABSTRACT 

 

Ades Faisal Pradana. 2019. Thesis. Title: "Analysis of  Financial Governance In 

Government of Klampok Village, Singosari District, Malang Regency" 

Keyword    : Management, Village Finance, Village Government 

Advisor     : Sulis Rochayatun, M.Akun. 
 

 

Regional development is intensively carried out by the Government 

ofsIndonesia. Thiss development is carried out to villages. To realize development in 

the village, the Government through thesMinistersof HomesAffairs Regulation 

113sofs2014 gave authority tosthesvillage government as a government unit approved 

to independently manage its finances. Village financials managements is all activities  

that include planning, simplementation, sadministration, sreporting, 

andsaccountabilitysof villagesfinance. 

This study uses a qualitative descriptive method that is by analyzing data 

related to financial management containing interviews and secondary data obtained 

from Klampok Village then comparing it with the Minister ofsHome Affairs 

Regulation 113sofs2014. 

Thesresults show thatsthesfinancialsmanagementsof KlampoksVillage is 

notsin accordance with Permendagri 113sofs2014. This can be seen in terms of 

implementation accountability related to the maximum amount of cash in the safe 

which cannot be multiplied by Rp50,000,000, besides in terms of accountability 

according to accountability, accountability, the village government is still late in 

submitting the financial accountability report to the regent. In carrying out the 

transparent principle, the Klampok Village Government has tried to be transparent by 

issuing a budget and starting to use the bulletin board. The participating principle shows 

the Klampok people the Village Government's financial policies. 
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 الملخص
 

أديس فيصل برادانا.. أطروحة. العنوان: "تحليل ممارسة الحوكمة المالية لحكومة قرية كلامبوك ، منطقة 
 سينجوساري ، مالانج ريجنسي"

 المستشار: سوليس روشاياتون ، م. أكون.
 الإدارة ، تمويل القرية ، حكومة القريةالكلمات المفتاحية: 

 

 
يتم تنفيذ التنمية الإقليمية بشكل مكثف من قبل حكومة إندونيسيا. ويتم هذا التطور إلى 
القرى. لتحقيق التنمية في القرية ، منحت الحكومة بموجب قانون وزير الداخلية رقم لعام  السلطة لحكومة 

ارة شؤونها المالية بشكل مستقل. تمثل الإدارة المالية للقرية كامل القرية باعتبارها أصغر وحدة حكومية لإد
 الأنشطة التي تشمل التخطيط والتنفيذ والإدارة وإعداد التقارير ومساءلة تمويل القرية.

تستخدم هذه الدراسة طريقة وصفية نوعية ، وهي تحليل البيانات المتعلقة بالإدارة المالية في 
 وية تم الحصول عليها من قرية ثم مقارنتها بقانون وزير الداخلية رقم  لعام.شكل مقابلات وبيانات ثان

تشير النتائج إلى أن الإدارة المالية لقرية ليست متوافقة تمامًا مع الترخيص رقم  لعام. ويمكن 
ملاحظة ذلك فيما يتعلق بمساءلة التنفيذ المتعلقة بحد أقصى للمبلغ النقدي في مكان آمن لا ينبغي أن 
يتجاوز  روبية ، بخلاف إعداد التقارير والمساءلة لا تزال حكومة القرية متأخرة في تقديم تقرير المساءلة 
المالية إلى الوصي. في تنفيذ مبدأ الشفافية ، حاولت حكومة قرية أن تكون شفافة من خلال تقديم الميزانية 

سكان قرية يثقون في تطلعاتهم إلى قادة  وتحقيق ذلك باستخدام لوحة الإعلانات. يظُهر مبدأ المشاركة أن
 القرية وعدم دور مديرية حماية المستهلك في انتقاد السياسات المالية لحكومة القرية.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarxBelakang 

Pemerintah  Indonesia  gencar  melakukan pembangunan daerah mulai dari 

wilayah di desa-desa sampai ke kota, bahkan dalam pembangunan ini pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 02/2015xtentang Rencana Pembangunan 

JangkaxMenengah Nasional 2015-2019. Untuk mewujudkan pembangunan di desa, 

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomorx6 Tahunw2014wdan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomorx113 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan adanya alokasi dana 

desa yang dibagikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendanaan untuk 

membangun dan memperkuat kapasitas desa. Undang-UndangwNomorw6wTahun 

2014wdanxPermendagri Nomorx113 Tahunw2014 yang sudah terbit memberi 

kewenangan kepada pemerintah desa sebagai unit pemerintah terkecil untuk secara 

mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangkaxpengelolaan keuanganx desa 

tersebut, Kepala Desa melimpahkanx sebagian kewenangan kepadax perangkat desa 

yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah 

pada unit pemerintah lainnya. 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah seluruh 

hak dan kewajiban dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan 

uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hakxdan 

kewajibanxdesa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi 
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kewenangan desa didanai oleh APBDes. APBDeswmenurutwPermendagriwNomor 

113wTahun 2014 adalahwrencanawkeuanganwdesa untuk satuwtahunwyang berisi 

perkiraanwpendapatan, rencanawbelanjawkegiatan, dan rencana pembiayaan yang 

dibahas dan wdisetujui wolehw pemerintahw desaw bersamaw denganw Badan 

Permusyawaratan Desa serta ditetapkan melalui peraturan pemerintah desa. 

Sumber-sumber pendapatan pada keuangan desa menurut Permendagri 113 

Tahunx2014 antara lain yang berasal dari pendapatan aslixdesa seperti hasilxusaha, 

hasilyaset, hasil swadaya, partisipasi, danygotong royong, serta pendapatanydari 

transfer dan pendapatanylain-lain. Pendapatan yangytermasuk dalam kelompok 

transfer adalah Dana Desa dan Alokasi DanawDesa. DanawDesa merupakan dana 

yangwbersumber dari AnggaranwPendapatan dan BelanjawNegara yangwdiberikan 

kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan  digunakanyuntuk membiayaiypenyelenggaraanypemerintahan, 

pelaksanaany pembangunan, pembiayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan AlokasiyDana Desa (ADD) merupakan danayperimbangan yangyditerima 

kabupaten/Kotaydalam AnggaranyPendapatan danyBelanja Daerahysetelah dikurangi 

dengan Dana AlokasiyKhusus. 

Desa mempunyai kewenangan di bidangypenyelenggaraanypemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

desa berdasarkanyprakarsawmasyarakat, hakwasalwusul, dan adat istiadatydesa 

(Perda Kab. Malang Nomor 01 Tahun 2016). Penataan keuangan desa diatur dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penataan keuangan desa bertujuan untuk 



3 

 

mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat 

peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan desa (Yulianto, 2016). Tata kelola pemerintahan yang baik (Corporate 

Governance) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja instansi 

melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan 

(Prasojo dan Kurniawan, 2008).  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

penyelenggaraan negara dengan dasar Good Governance telah diamanatkan bahwa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan asas-asas umum 

yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan 

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, 

asas efisiensi dan asas efektivitas (Utami & Nugrahaningsih, 2017). Namun dalam 

pengelolaan keuangan terutama di pemerintahan desa, asas-asas tata kelola keuangan 

yang baik diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan tersebut 

menjelaskanybahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan 

berdasarkanyasas transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif (Sujarweni, 2015). 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

(PermendagriwNo. 113wTahunw2014). Penyelenggaraan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa didanai oleh APBDes. 
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Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga 

dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Provinsi JawakTimurksebagai salahksatu darik34 (tigakpuluhkempat) provinsi 

dikIndonesia. Dikprovinsi inikterdapatksebanyakk7.724 (tujuh ribuktujuhkratuskdua 

puluh empat) desa, 777 (tujuh ratusktujuh puluh tujuh) kkelurahankdan 664 (enam 

ratus enam puluh empat) kecamatan yang terletak di 29 (dua puluh sembilan) 

kabupaten dan 9 (sembilan) Kota, salah satunya adalah Kabupaten Malang. Kabupaten 

Malang memiliki 378 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33 Kecamatan. Dengan 

sejumlah desa tersebut, Kabupaten Malang berada di peringkat ketiga dalam daftar 

kabupaten/kota dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan). 

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang merupakan bagian dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan 

Dana Desa udari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebesar  Rp.856.155.000,00 

(Perbup Tahun 2017 No. 37) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.507.439.000,00 

(APBDes Desa Klampok 2017). Anggaran sebesar itu seharusnya dapat dikelola 

dengan baik oleh Pemerintah Desa Klampok dengan berpedoman pada Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, seperti yang dikatakan olehuKepala Desa Klampok Bapak 

Tohari pada wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 pukul 

08.00: 
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 “Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan dana berupa Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa dari pemerintah. Dana Desa berasaludari APBNkyang 

ditransferkmelaluikAPBDkkabupaten Malang sebesar Rp. 856.155.000,00 

yang lebih diperuntukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, 

sedangkan AlokasiuDana Desa merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten 

Malang melalui APBD. Alokasi Dana Desa yang didapat oleh Desa Klampok 

sebesar Rp.507.439.000,00 digunakan Pemerintah Desa Klampok untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”  

 

Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan penghargaan atas kontribusi 

pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Bupati Malang menyampaikan 

bahwa diraihnya penghargaan itu merupakan hasil ketaatan dan kedisiplinan dari 

bendahara desa dalam melakukan pemungutan maupun penyetoran pajak (MalangKab, 

2018). Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Klampok, Bapak Tohari 

dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 Pukul 08.00: 

“Atas diraihnya penghargaan tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Desa 

Klampok sudah melaksanakan salah satu kewajibannya dalam mematuhi 

Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu Bendahara desausebagai wajib pungut 

pajak penghasilanudan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 

penerimaanupotongan dan pajak yang dipungutnya keurekening kas negara 

sesuai denganuketentuanuperaturanuperundang-undangan”.  

 

Pada penelitian sebelumnya, Yatminiwati (2018) melakukan penelitian dengan 

menganalisis secara deskriptif perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

Desa Kunir Kidur Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan keuanganudi Desa Kunir Kidul 

sudahusesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang hampir 

sama dilakukan oleh Sintia (2016) yang melakukan analisis terhadap 

akuntabilitasupengelolaan keuangan di Desa Toyomerto. Hasil penelitian menunjukan 
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bahwaupengelolaan keuanganuDesa Toyomerto telah accountable, namun terdapat 

beberapa kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan 

pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatannpelaporan kepada 

Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasikkepadakmasyarakat, dan 

pembinaankserta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal sehingga 

perlu adanya pendampingannyangkintensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan 

dikDesa Toyomerto. 

Sufiana & Diana (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan 

prinsip transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Putat Lor sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian 

dengan lingkup yang lebih khusus dilakukan oleh Naufal (2018) yang dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan 

dokumen administrasi perbendaharaan di Desa Mahela kecamatan Batang Alai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

 Fitriani, dkk (2018) meneliti tentang perencanaan pengelolaan keuangan di 

Desa Masangan Wetan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo. Fitriani, dkk (2018) 

menemukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Masangan Wetan 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

Kamilurrahman (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Desa Sera Tengah 

sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara akuntabel, 

transparan, dan partisipatif.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Hardiana (2017) menemukan bahwa 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar 

yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban mengalami kendala pada masalah sumber daya manusia yang 

masih kurang memahami secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, akan 

tetapi upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

maupun kecamatan sudah dilakukan dengan baik.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada ruang lingkup 

penelitian. Penelitian Yatminiwati (2018) membatasi ruang lingkup penelitian yang 

hanya meneliti pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

di objek penelitian, sedangkan penulis melakukan penelitian di ruang lingkup yang 

lebih luas yaitu lingkup kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawabaan. Sintia (2016) membatasi penelitian yang hanya mengkaji 

penerapan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di objek yang diteliti, 

sedangkan penulis mengkaji penerapan tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu asas akuntabilitas, transparasi, dan 

partisipatif.  

Perbedaan penelitian Naufal (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah pada batasan penelitian. Penulis mengkaji proses pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuanngan desa yang ditunjang 

dengan data-data proses perencanaan keuangan desa, sedangkan naufal (2018) 

membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya pada kegiatan penatausahaan 
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keuangan desa saja. Begitu juga dengan penelitian dari Fitriani, dkk (2018) yang hanya 

mengkaji kegiatan perencanaan keuangan desa saja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulisntertarik untuknmenganalisis penerapan 

asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada komponen-

komponen kegiatan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Objek dalam penelitiannini 

adalah Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Oleh karena itu, 

peneliti akan menggunakan judul ”Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 

Desa Klampok KecamatannSingosarinKabupaten Malang” 

 

1.2 RumusanrMasalah 

Berdasarkanrpemaparan pada latarrbelakang penelitian di atas, makarrumusan 

masalah penelitian ini adalah: Bagaimana tata kelola keuanganrDesa Klampok 

KecamatanrSingosari KabupatenrMalang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah Peneliti hanya mengkaji proses pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuaangan desa. Peneliti tidak 

mengikuti proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Klampok, namun peneliti 

mendapatkan beberapa data tentang perencanaan keuangan desa yang akan menjadi 

penunjang dalam mengkaji proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
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pertanggung jawaban keuangan di Desa Klampok berdasarkan Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah, maka tujuan penelitian ini  

adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola keuangan Desa Klampok menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 

berdasarkanrasas-asas yang termuat di dalamnya yaitu asas akuntabilitas, asas 

transparasi, dan asas partisipatif. 

 

1.5  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai 

sumbanganrpemikiran bagirpengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan 

diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. ManfaatrPraktis   

a. BagizPenulis 

Menambah wawasanzpenulis mengenai penerapanzpraktik akuntansi pada 

usaha di sektor publik.   

b. Bagi Kalangan Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbanganzyang berarti terutama 

kepada segenapzEkonom dan para Mahasiswa FakultaszEkonomi untuk dapat 
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memahami danzmendalami akuntansi sektor publik pada pengelolaan keuangan 

di pemerintahan desa. 

c. Bagi Instansi  

Penelitiankinikdiharapkan dapatkmemberikankinformasikyangkrelevanksesuai 

denganktopikkyangkdibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

BABhII 

KAJIANhPUSTAKA 

 

2.1 PenelitianhTerdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Yatminiwati (2018) dengan judul “Analisis 

Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa 

Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)” menunjukkan bahwa 

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul sudah 

sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan UU yang berlaku. Hal ini dapat 

dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan dari awal sampai akhir, proses 

penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana kegiatan, dan proses implementasi 

sesuai dengan rencana hasil rapat, dan pelaporan penggunaan pembiayaan.  

Sintia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah accountable, namun 

terdapat beberapa kendala yaitu perencanaan keuangan yang tidak tepat waktu, 

keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan 

kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, 

dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal 

sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan 

keuangan Desa Toyomarto. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Kamilurrahman (2017) yang berjudul 

“Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten 

Sumenep)”. menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Sera Tengah sudah 

dilaksanakan secara akuntabilitas, transparasi, dan partisipatif. Permasalahan mendasar 

di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparatur desa dalam memahami 

peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan 

karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal. 

Hardiana (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada 

Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar)”. Hasil penelitian menunjukan 

dalam upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sedangkan dalam upaya pelaporan keuangan Desa Tumpang 

masih belum sesuai dengan peraturaan yang berlaku dikarenakan kurang adanya 

transparasi pengelolaan keuangan.  

Sufiana dan Diana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good 

Governance” dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 

Tahun 2014. 
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Hal yang sedikit berbeda dilakukan oleh Naufal (2018), dalam penelitiannya 

yang berjudul “Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mahela 

Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015” hanya 

menganalisis komponen penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah daerah, dokumen 

administrasi perbendaharaan, dan penatausahaan pembiayaan sudah dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.  

Fitriani, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perencanaan 

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 

Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo Periode 2017)” ditemukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa 

Masangan Wetan telah sesuai dengan isi dari Permendagri No 113 Tahun 2014, hal 

tersebut di perkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang 

berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi dari 

masyarakat dalam proses penyusunan keuangan desa dan juga keterbukaan pihak 

pemerintah desa terkait dengan keuangan desa. 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

PenelitianhTerdahulu 
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No. Namahdan 

Tahun 

Judul Metode Hasilh 

Penelitian 

1. Mimin 

Yatminiwati 

(2018) 

Analisis Perencanaan 

Dan Pelaksanaan 

Pengelolaan  Keuangan 

Desa (Studi pada 

Kantor Desa Kunir  

Kidul Kecamatan Kunir 

Kabupaten Lumajang) 

Metode 

kualitatif dengan 

pendekatan studi 

kasus 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pengelolaan keuangan 

desa di desa Kunir 

Kidul sesuai dengan 

Permendagri No.113 

tahun 2014 dan UU 

yang berlaku. Hal ini 

dapat dilihat dari proses 

perencanaan dan 

pelaksanaan dari awal 

sampai akhir, proses 

penyusunan rencana 

anggaran, penyusunan 

rencana kegiatan dan 

proses implementasi 

sesuai dengan rencana 

hasil rapat, pelaporan 

penggunaan  

 

 

Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 
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No. Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil  

Penelitian 

    pembiayaan. dengan 

pedoman dan prosedur 

yang telah ditentukan 

melalui beberapa tahap 

dan verifikasi, serta 

publikasi laporan 

keuangan yang 

transparan. 

 

2. Sufiana dan 

Diana (2018)  

Analisis Transparasi 

dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Desa Sebagai Sarana 

Good Governance 

Metode  

Penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Desa Putat Lor telah 

melaksanakan prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas keuangan 

desa sesuai dengan 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 113 

Tahun 2014. 

 

3. Ulwan Naufal 

(2018) 

Implementasi 

Penatausahaan 

Keuangan Desa di Desa  

Metode 

Penelitian 

Kualitatif  

Hasil menunjukkan 

bahwa penatausahaan 

anggaran pemerintah  

 

Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 
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No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil  

Penelitian 

  Mahela Kecamatan 

Batang Alai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Tahun 2015 

 

dengan Analisis 

Deskriptif 

daerah dan dokumen 

administrasi 

perbendaharaan sudah 

dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang 

berlaku, dan 

penatausahaan 

pembiayaan telah 

dilakukan 

sesuai dengan 

peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 113 

tahun 2014. Namun, 

laporan pendapatan 

perbendaharaan di 

Desa Mahela, 

administrasi pelaksana 

dan petugas pelaksana 

belum sesuai dengan 

peraturan Menteri 

Interior No. 113 tahun 

2014. 

 

 

Tabel 2.1 Lanjutan 
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PenelitianhTerdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil  

Penelitian 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwin Deri 

Fitriani, dkk 

(2018) 

Analisis Perencanaan 

Pengelolaan Keuangan 

Desa Menurut 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 

113 Tahun 2014 (Studi 

Kasus di Desa 

Masangan Wetan 

Kecamatan Sukodono  

Kabupaten Sidoarjo 

Periode 2017) 

Pendekatan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian tentang 

perencanaan 

pengelolaan  

keuangan desa di Desa 

Masangan Wetan 

Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo 

menurut Permendagri 

No. 113 Tahun 2014, 

secara umum dapat 

dikatakan telah sesuai 

dengan isi dari 

Permendagri No 113 

Tahun 2014, hal 

tersebut di perkuat 

dengan adanya bukti-

bukti tertulis dari 

Pemerintah Desa 

yang berkaitan dengan 

perencanaan 

pengelolaan keuangan 

desa, contohnya 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil  

Penelitian 

    dengan keikutsertaan 

perwakilan dari 

masyarakat dalam 

proses penyusunan 

keuangan desa, dan 

juga keterbukaan atau 

transparansi dari pihak 

pemerintah 

 

5. Kamilurrahman 

(2017) 

Penerapan Asas-Asas 

Pengelolaan Keuangan 

Desa Berdasarkan 

Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 (Studi Pada 

Desa Sera Tengah 

Kecamatan Bluto 

Kabupaten Sumenep)  

Penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukan 

berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 

2014 dan ditunjang 

dengan peraturan di 

bawahnya, maka 

pengelolaan keuangan 

desa yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa 

Sera Tengah yang 

dimulai dari 

perencanaan, 

pelaksanaan,  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

    penatausahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban 

sudah dilaksanakan 

secara akuntabilitas, 

transparasi, dan 

partisipatif.  

 

6. Dei Gratia Ulfah 

Hardiana (2017) 

Implementasi 

Permendagri 113 Tahun 

2014 Tentang 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Studi Pada 

Desa Tumpang 

Kecamatan Tulun 

Kabupaten Blitar) 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

dengan Analisis 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menjelaskan dalam 

upaya pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di 

Desa Tumpang dilihat 

dari segi perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

penatausahaan sudah 

sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, 

akan tetapi berkendala 

sumber daya manusia 

yang masih kurang 

memahami secara 

teknis, sedangkan  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

    dalam upaya pelaporan 

Desa Tumpang belum 

sesuai dengan 

peraturaan yang 

berlaku dikarenakan 

kurang adanya 

transparasi, sedangkan 

pertanggungjawaban di 

Desa Tumpang masih 

akan dilakukan pada 

akhir bulan januari 

2017 mendatang. 

Upaya pembinaan dan 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah daerah 

maupun kecamatan 

sudah dilakukan 

dengan baik. 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

7. Kiki Deby Sintia 

(2016)  

Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Untuk 

Mewujudkan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Desa (Studi Di Desa 

Toyomerto Kecamatan 

Singosari Kabupaten 

Malang) 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 

Tahun 2014 secara 

garis besar pengelolaan 

keuangan Desa 

Toyomarto telah 

accountable, namun 

secara teknis masih 

banyak kendala. 

Kendala tersebut 

seperti perencanaan 

desa yang tidak tepat 

waktu, keterlambatan 

pencairan dana dari 

pemerintah daerah ke 

desa, keterlambatan 

pelaporan kepada 

bupati, laporan 

pertanggungjawaban 

belum terpublikasi 

kepada masyarakat, dan  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

PenelitianhTerdahulu 

 

data diolah pada bulan November 2018 

Berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan di atas terdapat 

persamaan udan uperbedaanu denganu penelitianu ini, berikut adalah persamaan dan 

perbedaan udari upenelitian uini udengan upenelitanu terdahulu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeli2.2 

PersamaanidaniPerbedaan 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

    pembinaan serta 

pengawasan dari 

pemerintah daerah 

yang kurang maksimal 

ssehingga perlu adanya 

pendampingan yang 

intensif untuk 

memperbaiki 

pengelolaan keuangan 

desa di Desa 

Toyomarto 
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No Nama, Tahun, dan 

Judul 

Persamaan Perbedaan 

1. Mimin Yatminiwati 

(2018), Analisis 

Perencanaan Dan 

Pelaksanaan 

Pengelolaan  

Keuangan Desa 

(Studi pada Kantor 

Desa Kunir  Kidul 

Kecamatan Kunir 

Kabupaten 

Lumajang) 

 

- PenelitianYatminiwati 

(2018) menggunakan 

metode penelitian kualitatif, 

yang juga akan digunakan 

oleh penulis. 

 

- Penelitian Yatminiwati 

(2018) hanya meneliti 

komponen perencanaan dan 

pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa, sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

penulis akan mengkaji 

komponen pengelolaan 

keuangan desa secara 

keseluruhan yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggung jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeli2.2 

PersamaanidaniPerbedaan Lanjutan 
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No Nama, Tahun, dan 

Judul 

Persamaan Perbedaan 

3. Ulwan Naufal (2018), 

Implementasi 

Penatausahaan 

Keuangan Desa di 

Desa Mahela 

Kecamatan Batang 

Alai Selatan 

Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah 

Tahun 2015 

- Penelitian Naufal (2018) 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yang 

juga akan digunakan oleh 

penulis. 

 

 

- Penelitian Naufal (2018) 

hanya meneliti komponen 

Penatausahaan pengelolaan 

keuangan desa, sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

penulis akan mengkaji 

komponen pengelolaan 

keuangan desa secara 

keseluruhan yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggung jawaban. 

4. Wiwin Deri Fitriani, 

dkk (2018), Analisis 

Perencanaan 

Pengelolaan 

Keuangan Desa  

- Penelitian Fitriani (2018) 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yang 

juga akan digunakan oleh 

penulis. 

- Penelitian Fitriani (2018) 

hanya meneliti komponen 

Perencanaan keuangan desa, 

sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis akan  

 

Tabeli2.2 

PersamaanidaniPerbedaan Lanjutan 
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No Nama, Tahun, dan 

Judul 

Persamaan Perbedaan 

   mengkaji komponen 

pengelolaan keuangan desa 

secara keseluruhan yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggung jawaban 

5. Kamilurrahman 

(2017), Penerapan 

Asas-Asas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 

2014 (Studi Pada 

Desa Sera Tengah 

Kecamatan Bluto 

Kabupaten Sumenep 

- Penelitian Kamilurrahman 

(2017) menggunakan 

metode penelitian kualitatif, 

yang juga akan digunakan 

oleh penulis. 

- Penelitian Kamilurrahman 

(2017) menggunakan asas-

asas pengelolaan keuangan 

yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis 

- Penelitian Kamilurrahman 

(2017) mencoba mengkaji 

pembinaan dan pengawasan 

dari pemerintah daerah dalam 

pengelolaan keuangan desaa, 

sedangkan penulis tidak 

memasukan pembinaan dan 

pengawasan sebagai bahan 

kajian mengkaji komponen 

pengelolaan keuangan desa 

secara keseluruhan yang  

 

Tabeli2.2 Lanjutan 

PersamaanidaniPerbedaan 
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No Nama, Tahun, dan 

Judul 

Persamaan Perbedaan 

 Menurut Peraturan 

Menteri Dalam  

Negeri nomor 113 

Tahun 2014 (Studi 

Kasus di Desa 

Masangan Wetan 

Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo 

Periode 2017) 

 

-  terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggung 

jawaban. 

6. Dei Gratia Ulfah 

Hardiana (2017), 

Implementasi 

Permendagri 113 

Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Alokasi  

- Penelitian Hardiana (2017) 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yang 

juga akan digunakan oleh 

penulis. 

 

 

- Penelitian Hardiana (2017) 

hanya menganalisis sebatas 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Penulis 

mencoba menganalisis  

 

Tabeli2.2 Lanjutan 

PersamaanidaniPerbedaan 
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No Nama, Tahun, dan 

Judul 

 

Persamaan Perbedaan 

 Dana Desa (Studi 

Pada Desa Tumpang 

Kecamatan Tulun 

Kabupaten Blitar) 

-  praktik tata kelola keuangan 

desa secara keseluruhan, 

tidak hanya sebatas Alokasi 

Dana Desa. 

 

7. Kiki Deby Sintia 

(2016), Pelaksanaan 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 

Untuk Mewujudkan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Studi Di Desa 

Toyomerto 

Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang) 

- Penelitian Sintia (2017) 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yang 

juga akan digunakan oleh 

penulis. 

 

- Penelitian Sintia (2018) 

hanya meneliti komponen 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa, sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

penulis akan mengkaji 

komponen pengelolaan 

keuangan desa secara 

keseluruhan yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggung jawaban. 

 

 

Tabeli2.2 

PersamaanidaniPerbedaan 
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No Nama, Tahun, dan 

Judul 

 

Persamaan Perbedaan 

2. Lilis Sufiana dan 

NurDiana (2018), 

Analisis Transparasi 

dan Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Sebagai Sarana Good 

Governance 

- Penelitian Sufiana dan 

Diana (2018) menggunakan 

metode penelitian kualitatif, 

yang juga akan digunakan 

oleh penulis. 

- Penelitian Sufiana dan 

Diana (2018) menggunakan 

semua komponen 

pengelolaan keuangan desa 

sebagai bahan kajian yang 

juga akan digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini 

yaitu komponen 

perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggung jawaban. 

 

- Penelitian Sufiana dan Diana 

(2018) hanya mengkaji asas 

transparasi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa, 

sedangkan asas-asas 

pengelolaan keuangan desa 

yang akan diuji oleh penulis 

adalah asas akuntabilitas, 

transparasi, dan partisipatif. 

 

 

 

2.2 KajianiTeoritis 
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2.2.1 DesaidaniPemerintahan Desa 

MenurutiIndrizal (dalam Sujarweni, 2015) desaidalam pengertian umum adalah 

suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu sebagai suatu gejala yang 

universal baik sebagai tempat tinggal ataupun pemenuhan kebutuhan yang terutama 

bergantung pada sektor pertanian. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah 

yangidihuni olehisejumlah keluarga yang mempunyaiisistemipemerintahanisendiri 

(dikepalai olehiseorang Kepala Desa) atau desaimerupakan kelompokirumah di luar 

kota yangimerupakan kesatuan. 

Undang-Undang Nomori6 Tahuni2014itentang Desa menjelaskan bahwa: 

“Desa adalah Desa daniadat atau yang disebutidengan nama lain, selanjutnya 

disebutiDesa, adalah kesatun masyarakatihukum yang memiliki batas 

wilayahiyang berwenang untuk mengatur dan mengururusiurusan 

pemerintahan, ikepentingan masyarakat setempat bedasarkaniprakarsa 

masyarakat, ihak asal usul, dan/atau hak tradisisonal yangidiakui dan 

dihormatiidalam sistem pemerintahaniNegara Kesatuan RepublikiIndonesia” 

 

Yustika dan Baks (2015) mendeskripsikan desa dengan tiga karakteristik, yaitu: 

1. Dilihat dari aspek sosial, tingkat pendidikan yang merupakan salah satu 

indikator sosial di desa masih sangat rendah 

2. Dilihat dari aspek ekonomi, karakteristik ekonomi di desa diindikasikan 

oleh kurangnya infrastruktur ekonomi, jauh dari pasar, dan rendahnya 

lapangan pekerjaan di luar pertanian,  

3. Dilihat dari aspek budaya, indikator budaya secara umum terdiri dari spirit 

wirausaha, etos kerja, dan perilaku sehari-hari. 
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Menurut Muarif (2000) desa merupakan bagian dari institusi yang otonom 

dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat, dan hukum dari masyarakat 

yang ada dan relatif bersifat mandiri. Arti otonom diartikan bahwa desa berhak 

mengaturidan memerintah dirinyaisendiri sesuaiidengan aspirasiimasyarakat di 

dalamnya. Oleh karena itu dalambUndang-Undang (UU) Nomorb6 Tahunb2014 

dijelaskanbbahwa sebagai bentuk penyelenggaraanbotonomi desa dibutuhkan adanya 

pemerintah desa. Pemerintah desabadalah Kepala Desabatau yangbdisebutbdengan 

namablain dibantu perangkatbdesa sebagai unsurbpenyelenggara pemerintahanbdesa. 

Upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

serta pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa harus dilaksanakan 

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa pengaturan desa harus berprinsip Rekognisi, Subsidiaritas, 

Keberagaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, 

Demokrasi, Kemandirian, Paritisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan. 

 

2.2.2 Otonomi Daerah 

SuwandapdanpSantosa (2014) pmendefinisikanp otonomi pdaerah sebagai hak, 

wewenang, danp kewajiban pdaerah otonom untukp mengatur pdan pmengurus sendiri 

purusanp pemerintahan dan pkepentingan pmasyarakat psetempat sesuaip dengan 

peraturan perundang-undangan.  
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Pasall1lAyat (5) lUndang-UndangpNo. 12 pTahun   2008 memberikan definisi 

lOtonomi ldaerah Ssebagail hak, l wewenang, l danl kewajiban ldaerahllotonom untukl 

mengatur danl mengurus lsendiri urusanl pemerintahan masyarakatl setempatm lsesuai 

mdengan lperaturanl perundang-undangan. lSedangkan yang ldimaksud ldengan 

ldaerah motonom lmenurut Undang-UndangmmNo. m12 ltahun 2008 ladalah kesatuan 

lmasyarakatl hukum yang lmempunyai lbatas-batas lwilayah yang lberwenang 

lmengatur ldanl mengurus lurusan lpemerintahan ldan lkepentingan masyarakat 

lsetempat lmenurut lparakarsa lsendiri lberdasarkan laspirasi lmasyarakat dalam 

lsistem Negaral Kesatuanl Republik lIndonesia. Adapun ltujuan lpemberian otonomi 

ldaerah sesuai ldengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah untuk: 

a. Peningkatantpelayanan tmasyarakat tyang tsemakin tbaik 

b. Pengembangant kehidupant demokrasi 

c. Keadilant 

d. Pemerataant 

e. Pemeliharaan hubungant yang serasi antara tpemerintahan tpusat dan tdaerah 

f. Mendorongt untuk tmemberdayakan masyarakatt 

g. Menumbuhkan tprakarsa dant kreativitas, meningkatkan tperan serta 

masyarakat, mengembangkan tperan dan tfungsi dewant perwakilant rakyat 

daerah. 

Pelaksanaan tprinsip otonomi tyang  tluas, nyata t dan  bertanggungt mjawab 

memberikanmpeluang yangt besar bagi daerahmdalam pembangunan di daeraht sertat 

tercapainyat pemerintahan yangt baik dan bersih (Santosa, 2008). Otonomi tdaerah 
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memberikan tpeluang yang tbesar kepada tdaerah. Peluang wbesar tersebut 

dikarenakanw adanya wpenyerahan urusanw yangmdiberikanmolehmpemerintah 

pusatmkepadampemerintahmdaerah. Urusan yangmdiserahkanmmenurutmpengertian 

di atasmtermasuk di dalammyawurusan yangwberkaitanwdenganwkeuanganwdaerah. 

Otonomiwdaerah jugawdapat diartikan sebagaiwhak atau kewenanganwdaerah untuk 

menguruswrumahwtanggawsendiri.  

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal 

jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pencairan sumber-sumber 

penerimaan yang cukup, dengan mengacu pada undang-undang perimbangan 

keuanganm antara pemerintahanmpusat dan pemerintahanmdaerah yang besarnya 

disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

 

2.2.3  Keuangan Desa 

Menurut mSolehm dand Rochmansjagm (2015) mKeuanganmdesa 

didefinisikandsebagaidsemua dhak dan dkewajiband desad yang ddapat diukur dengan 

duang dyang ddigunakan ddalam dpelaksanaan dhak ddan dkewajiban ddalam 

penyelenggaraandpemerintahanddan kepentingandmasyarakatddesa, sedangkan 

keuangand desad berdasarkan Undang-Undang nomord6 dtahun d2014 adalahdsemua 

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilaiddenganduangdsertadsegala 

sesuatuddberupa duang ddan dbarang dyang dberhubungan ddengan dpelaksanaan 

hakd dan dkewajiban ddesa. Soleh dandRochmansjagd (2015) dkeuanganddesa 
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sebenarnya merupakan sub sistemddaridkeuangandnegara. Haldtersebutdsebagaimana 

diaturd dalam dUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang dKeuangan dNegara  

Dalam penjelasand di ddalam undang-undang dtersebut, dijelaskand bahwa  

pendekatandyangddigunakanddalamdmerumuskandkeuangan negaradadalahddari sisi 

objek, dsubjek, dproses, ddan dtujuan. 

Dari sisi objek, yangddimaksudddengandkeuangandnegaradyaitu semuadhak 

dandkewajibandnegaradyangddapat dinilaiddengan uangdtermasuk kegiatanddan 

kebijakan ddalam dbidang dmoneter, fiskal, maupund pengelolaan dkekayaan  negara, 

serta segala sesuatu yang dijadikan dmilik negara berkaitan dengan pelaksanaandhak 

dandkewajibandbaik yang berupa uang maupundbarang. Dari sisi subjek, keuangan 

negara dapat diartikan sebagai seluruh subjek yang memiliki atau 

menguasaidobjek.Subjekdtersebut meliputidpemerintah pusat, pemerintahddaerah, 

Perusahaandnegara  /daerah, dan badandlain yangdadadkaitannyaddengandkeuangan 

negara.  

Keuangandnegara daridsisi prosesdmencakup semuadkegiatandyangdberkaitan 

dengandpengelolaandobjek mulaiddari perumusandkebijakan dandpengambilan 

keputusan dsampai dengan dpertanggung jawaban. Sementara ddari dsisi dtujuan, 

keuangan negaradmeliputidseluruhdkebijakan, kegiatan, dandhubungandhukumdyang 

berkaitan dengand pemilikan ddan/atau dpenguasaan dobjek ddalam drangka 

penyelenggaraandpemerintahandnegara (SolehddandRochmansjag, d2015) 

Dalamd upaya pengelolaandkeuangan ddesadsesuaiddengandUndang-undang  

Nomor 6dTahun 2014dtentangddesa yangdditunjang dengan peraturan Menteri 
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DalamdNegerid (Permendagri) dNomord113dTahund2014dtentangdKeuangandDesa 

menjelaskanabahwaapengelolaanaKeuanganaDesaameliputi:  

1. PerencanaanaKeuangan Desa  

2. Pelaksanaan KeuanganaDesa  

3. PenataausahaanaKeuangan Desa  

4. Pelaporan KeuanganaDesa  

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

 

2.2.3.1 Ruang Lingkup Keuangan Desa 

A. Ruang Lingkup Berdasarkan Objek 

Ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang  

dimiliki desa sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 yaitu: 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, paling sedikit terdiri atas: 

a. Sistem organisai masyarakat adat 

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat 

c. Pembinaan lembaga hukum adat 

d. Pengelolaan tanah kas desa, dan 

e. Pengembangan peran masyarakat desa. 

2. Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas: 

a. Pengelolaan tambatan perahu 

b. Pengelolaan pasar desa 
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c. Pengelolaan tempat pemandian umum 

d. Pengelolaan jaringan irigasi  

e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa 

f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu 

g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar 

h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan 

i. Pengelolaan embung desa 

j. Pengelolaan air minum berskala desa, dan 

k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian 

3. Kewenanganmyangmditugaskan olehmPemerintah, pemerintahmdaerah 

provinsi, mpemerintahmdaerahmkabupaten/kota, dan 

4. Kewenanganmlainmyang mditugaskanm olehm pemerintah, mpemerintah 

provinsi, sesuaimdenganmketentuanmperaturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan semua kewenanganmdimatas, pastinya memerlukan 

sejumlah dana, baik yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, 

maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD provinsi, AlokasimDana 

Desa yang bersumber darimAPBDmkabupaten/kotammaupun bagi hasil pajak dan 

retribusi kabupaten/kota. 

 Berdasarkan uraian di atas, Soleh dan Rochmansjag (2015) merinci ruang 

lingkup keuangan desa meliputi: 

a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa 
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b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar 

tagihan pihak ketiga 

c) Penerimaan desa 

d) Pengeluaran desa 

e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh piha lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yangmdapatmdinilaimdengan 

uang, mtermasukmkekayaanmyang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa. 

f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. 

B. Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Pengelolaannya 

Menurut Soleh dan Rochmansjag (2015) dilihat dari sifat pengelolaannya, 

keuangan desa dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Sifat pengelolaan secara langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa)  

b) Sifat pengelolaan secara tidak langsung atau terpisah, dilakukan oleh Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara 

terpisah dimaksudkan untuk menambah sumber pendapatan desa sekaligus 

menjadi motor penggerak roda perekonomian desa. 

 

2.2.4 PengelolaanmKeuanganmDesa 

2.2.4.1 Perencanaan KeuanganmDesa 
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Menurut Bastian (2010) aperencanaanamerupakan kegiatanayang dilakukan 

untuk masa  mendatang dengan memerhatikan keadaan sekarang maupun  sebelumnya. 

Perencanaan dimulai dari penetapan  tujuan  organisasi yaitu 

menentukanastrategiauntukapencapaian atujuan tersebut secara menyeluruh. 

Mekanisme perencanaan keuanganm desam  menurutmPermendagri Nomor 113 

Tahun 2014 (dalam Soleh dan Rocmansjah, 2015) adalah sebagaimberikut: 

1. Sekretaris desammenyusunmRancanganmPeraturanmDesamtentang APBDesa 

berdasarkanmRKPDesa, kemudian sekretaris desammenyampaikannya 

kepadamKepalamDesa 

2. RancanganmPeraturanmDesamtentangmAPBDesamdisampaikan Kepala Desa 

kepadamBadanmPermusyawaratanmDesamuntuk pembahasan lebih lanjut. 

3. Rancangan tersebut kemudian disampaikanmkepadamBadan 

PermusyawaratanmDesamuntukmdibahasmdanmdisepakatimbersama. 

4. Kesepakatan bersama antara Kepal Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa 

paling lambat bulan oktober tahun berjalan. 

 

2.2.1.1 Pelaksanaan Keuangan Desa 

 Menurut Bastian (2010) setelahbprosesbperencanaanbselesai, bperencanaan 

tersebut kemudian direalisasikanbsebagaimanabtelahbdirencanakanbolehborganisasi 

publik. Sujarwenib (2015) bmengungkapkan bbahwabdalam pelaksanaan anggaran 

desa btimbul btransaksib penerimaanb maupunb pengeluaranb kasbdesa. Semua 

penerimaan dan bpengeluaran desa bdalam brangka bpelaksanaan bkewenangan desa  
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dilaksanakan bmelalui brekening bkasbbdesa. Jika desabyang belumb memiliki  

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkanboleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. Semuabpenerimaan dan pengeluaran desaiharusididukung oleh 

buktiiyangilengkapidanisah. 

 Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

• Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain 

yang ditetapkan dalam peraturan desa.  

• Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam 

rangka  memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.  

• Pengaturan jumlah uang  dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati/Walikota.  

• Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 

peraturan desa.  

• Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat 

dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.  

• Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran 

Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

• Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan 

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 
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• Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh 

Kepala Desa. 

• Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan 

buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan di desa.  

• Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 

Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan 

sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau 

jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan 

Pembayaran(SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan Lampiran Bukti 

Transaksi. 

• Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala 

Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan 

pembayaran 

• Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara 

• Bendahara desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak 

yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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 Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa adalah 

pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan 

peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur’an. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiyaa Ayat 73 

ة ْ وَجَعَلْنَاهُمْْ كَاةِْ وَإيِتاَءَْ الصَّلاةِْ وَإِقَامَْ الْخَيْرَاتِْ فعِْلَْ إِليَْهِمْْ وَأوَْحَيْنَا بِأمَْرِنَا يهَْدوُنَْ أئَمَِّ  عَابِدِينَْ لنََا وَكَانوُا الزَّ

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka 

agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan 

hanya kepada Kami mereka menyembah” 

 

2.2.4.3 PenatausahaaniKeuanganiDesa 

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, bendahara desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan 

pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 

10 bulan berikutnya. Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara 

desa adalah: 

 

 

1. Buku Kas Umum 
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Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut 

penerimaan dan pengeluaran kas. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai 

sumber dokumen transaksi 

2. Buku Kas Pembantu Pajak 

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam 

hal penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 

3. Buku Bank 

Buku bank digunakan untuk aktivitas yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. 

 

2.2.4.4 Pelaporan Keuangan Desa 

Menurut Hamzah (dalam sujarweni, 2015) dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Permendagri No 113 Tahun 2014 

mewajibkan Kepala Desa untuk: 

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota berupa: 

a. laporan  semester pertama yang berupa Laporan Realisasi APBDesa, 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.  

b. laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan januari tahun berikutnya. 



42 
 

 

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap 

akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota 

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada bupati/walikota 

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun 

anggaran. 

 

2.2.4.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Menurut Bastian (2010) pertanggungjawaban dimaknai sebagai kewajiban 

untuk menyampaikan dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban. 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri 

dari: 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan 

dilampiri:  

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan;  
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b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan, dan  

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke desa.  

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.  

 

2.2.5    Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Asas-Asas 

pengelolaan keuangan desa meliputi: 

2.2.5.1 Transaparansi Pengelolaan Keuangan Desa 

MenurutiNordiawani (dalam Sujarweni, 2015) itransparanidalamipengelolaan 

keuanganoberartiomemberikan informasiikeuangan yangiterbuka danijujur kepada 

masyarakat odengano pertimbangano bahwao masyarakato memilikio hako untuk 

mengetahuio secarao menyeluruho ataso pertanggungjawaban opemerintahodalam 

mengelola osumber daya oyang sudah odipercayakan okepada opemerintah odan 

ketaatano pengelolao padao peraturano perundang-undangan. Permendagri No 113 

tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas 

transparan, karena dengan adanya asas transparan akan menjamin kebebasan seseorang 

atau dalam hal ini masyarakat untuk mengetahui informasi atas penyelenggaran 

pemerintahan. Menurut Ningrum dan Hermawan (2018) dengan adanya transparasi, 

publik akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual yang dapat digunakan oleh 
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masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan 

tindakan korupsi atau manipulasi dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban 

anggaran. Informasi tersebut juga akan berguna untuk membandingkan realisasi 

kinerja keuangan dengan kinerja keuangan yang dianggarkan untuk menentukan 

tingkat kesesuaian organisasi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan terkait, 

agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pengelola organisasi 

sektor publik dengan masyarakat (Mahmudi, 2010). 

 

2.2.5.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa  

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik 

merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar 

tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Istilah akuntabilitas dapat 

dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan sesorang/badan hukum/pimpinan 

kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Bastian, 2010) 

Subeni dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

suatu bentuk keharusan seseorang atau pimpinan/pelaksana untuk menjamin bahwa 

tugas dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan 

transparan. 
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Mahsun (2014) membedakan istilah akuntabel dan responsibel. Akuntabel 

lebih menekankan pada catatan atau laporan, sedangkan responsibel lebih didasarkan 

atas kebijaksanaan. Akuntabel lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan 

pertanggungjawaban dari  masyarakat atas apa yang dilakukan oleh pelaksana 

penyelenggara pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat. Sedangkan 

responsibel lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban antara bawahan 

terhadap atasan. 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:  

a. Pemerintah desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa, 

menyusun RPJMDes dan RKPDes. 

b. Sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes  

c. Kepala desa menyerahkan APBDes yang sudah disahkan bersama BPD kepada 

Bupati melalui Camat. 

d. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas 

desa dan dilaporkan dalam buku kas desa 

e. Pengeluaran yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.  

f. Pengajuan dana harus disertai dengan rencana anggaran biaya dan diverifikasi 

oleh sekretaris desan kemudian disahkan oleh kepala desa.  

g. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala 

desa dan tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.  
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h. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa  

i. Penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara serta melakukan tutup 

buku setiap bulan.  

j. Bendahara melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan setipa bulan kepada kepala desa.  

k. Penatausahaan dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, 

dan buku bank.  

l. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 

bupati.  

m. Kepala Desa melaporkan realisasi APBDes semester pertama dan semester 

kedua.  

n. Laporan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir juli 

bulan berjalan, dan laporan realisasi semester kedua disampaikan paling lambat 

pada bulan januari tahun berikutnya.  

o. Kepala Desa melakukan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat. 

Laporan pertanggungjawaban dilampiri laporan kekayaan milik desa per 31 

Desember tahun anggaran berkenaan serta laporan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang masuk ke desa.  
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2.2.5.3  Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa  

Sujarweni o (2015) omengatakan obahwa opartisipasi opengelolaan 

okeuangan desa oadalah o prinsipo dimanao setiapo masyarakato desao  mempunyai 

hakountuk terlibat odalamosetiapopengambilano keputusano padao setiap 

kegiatanoyang diselenggarakanooleh pemerintahanodesa baikosecaraolangsung  

maupunotidak langsung. 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, 

partisipasiomasyarakatodalam pengelolaano keuangano desao dapat ditunjukano 

dengan:  

a. masyarakat terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa, 

penyususnan RPJMD, dan RKP.  

b. Masyarakat terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa).  

c. Masyarakat terlibat dalam urusan pemerintahan desa bersama perangkat 

desa, BPD, dan kepala desa.  

d. Masyarakat terlibat dalam upaya perencanaan pencairan dana untuk kegiatan 

pemerinaan desa.  

e. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah daerah baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.3 

Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif. 

Satori dan Aan (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan atau perilaku yang telah diamati. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dan 

mendalam mengenai situasi yang akan diteliti. Menurut Nazir (2010) penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif, penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam 

pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas pengelolaan keuangan 

desa yang terdiri dari transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui kegiatan 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

 

3.2. Lokasi Penelitian  

Menurut Ahmadi (2014) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian 

dilakukan. lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. 
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Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah 

ditetapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Klampok yang terletak di Jalan 

Raya Klampok, Singosari, Kabupaten Malang. 

 

3.3. Subjek Penelitian  

Menurut Arikonto (2016) Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang 

dipermasalahkan dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian 

mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data 

tentang variabel yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek 

penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data 

yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa 

 

3.4. Data dan Jenis Data  

Menurut Ghony dan Almanshur (2012) data penelitian kualitatif pada umumnya 

diperoleh dari sumber tertulis atau berupa dokumen, foto dan bahan statistik. Selain itu 

ada juga sumber melalui observasi dan wawancara. Ahmadi (2014) mengatakan bahwa 

data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang akibat dari pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:  
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a) Data Primer   

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data yang mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan 

dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer dapat 

berupa responden individu maupun kelompok. Data primer dari penelitian ini 

didapat dengan teknik wawancara serta observasi di Desa Klampok Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang. 

Wawancara oleh peneliti dilakukan dengan beberapa orang yang mempunyai 

pengaruh terhadap hasil penelitian, di antaranya:  

a. Wawancara dilakukan dengan Bapak Tohari selaku kepala desa selaku 

pemegang kekuasaan pimpinan dalam desa tersebut.  

b. Wawancara dilakukan dengan Bapak Djuwari selaku ketua Badan 

Permusyawaratan Desa yang mempunyai andil dalam upaya 

pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang dianggarkan di 

desa.  

c. Wawancara dilakukakan dengan Bapak Sutrisno selaku sekretaris desa 

dan Ibu Ika selaku bendahara desa karena mereka mempunyai jabatan 

penting di desa tersebut.  

d. Wawancara dilakukan dengan salah satu kepala dusun Bapak Purwito 

karena bersangkutan dengan peluang penyampaian aspirasi masyarakat. 

b) Data Sekunder  
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Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa data APBDesa Tahun 2017, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 

Pertanggungjawaban atas APBDesa Tahun 2017. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Ahmadi (2014) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya 

wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:   

a. Wawancara   

Menurut Dexter (dalam Ahmadi 2014) wawancara adalah sebuah percakapan 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab sehingga dapat 

membangun sebuah makna dalam suatu topik tertentu.  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara akan 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada informan. Untuk mendapatkan informasi yang relative objektif 

maka wawancara disini dilakukan tiga orang atau lebih informan. Adapun yang 

termasuk informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan 

Kepala Dusun.  

 

 

b. Observasi  
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Menurut Ahmadi (2014) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan 

yang terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar. 

Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca 

indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian 

mencatat kejadian yang dianggap penting. Hasil data yang akan diperoleh 

dengan observasi dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan data 

pengelolaan keuangan Desa Klampok. 

 

3.6. Analisis Data  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

beberapa sumber seperti hasil wawancara maupun hasil pengamatan yang dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. setelah 

dipelajari dan ditelaah secara cermat, langkah selanjutnya peneliti melakukan reduksi 

data yang dilakukan dengan abstraksi. Menurut Ghony dan Almanshur (2012) abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan dari proses telaah 

data. Hal yang di lakukan peneliti dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan 

data kemudian menyajikan data, lalu melakukan pemilihan pada hal-hal pokok pada 

data agar lebih fokus dalam menganalisis dan membuat kesimpulan. Adapun proses 

analisis data dapat dirinci sebagai berikut:  
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a. Menyajikan data yang diperoleh mengenai keuangan desa untuk tahun 

anggaran 2017, data dapat berupa wawancara dan data-data keuangan untuk 

tahun anggaran 2017 

b. Menganalisis data secara deskriptif atau menggambarkan secara utuh dan nyata 

mengenai pengelolaan keuangan Desa Klampok untuk tahun 2017 

c. Analisis Data dilakukan dengan membandingkan kegiatan pengelolaan 

keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan asas-asas pengelolaan keuangan 

desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipatif. 

d. Penarikan kesimpulan  
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1  Paparan Data 

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah 

selatan wilayah Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:  

• Sebelah utara  :    Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo  

• Sebelah timur  :    Kabupaten Lumajang  

• Sebelah selatan :    Samudera Indonesia  

• Sebelah barat  :    Kabupaten Blitar  

Luas wilayah Kabupaten Malang sekitar 3.238,26 km2 yang merupakan wilayah 

kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di 

wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi wilayah Pemerintah Kabupaten 

Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 

desa, yang terbagi ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT. Sementara dari segi 

perekonomian sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Malang sangat heterogen, 

tetapi mayoritas bekerja di sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan 

peternakan.  
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4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Singosari    

Singosari merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. 

Kecamatan Singosari terletak di sebelah utara Kota Malang. Nama Singosari berasal 

dari Singhasari (Kerajaan Singhasari) sebuah kerajaan besar pada abad ke 10 dengan 

rajanya yang terkenal bernama Ken Arok dan Kertanegara. Kecamatan Singosari 

terletak pada ketinggian 487 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 22 °C 

sampai dengan 32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. Sementara dari segi 

administratif wilayah Kecamatan Singosari terbagi atas 3 kelurahan, 14 desa, 40 dusun, 

143 RW dan 810 RT. Jumlah penduduknya 156.338 jiwa yang terdiri dari 77.841 

(49,79%) laki-laki dan 78.497 (50,21%) perempuan. Mata pencaharian utama 

masyarakat Singosari adalah di bidang: jasa 12.126 orang, pertanian 9.290 orang, 

industri pengolahan 6.293 orang, karyawan 5.719 orang, konstruksi 3.805 orang, 

perdagangan 1.920 orang, penggalian 337 orang. 
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4.1.3  Gambaran Umum Desa Klampok 

4.1.3.1 Kondisi Geografis Desa Klampok 

Desa Klampok Kecamatan Singosari secara geografis secara greografis terletak 

di dataran tinggi dengan ketinggian +856 meter dari permukaan laut. Batas-batas 

wilayah Desa Klampok Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut 

• Sebelah Utara  : Desa Gunungrejo   Kecamatan Singosari 

• Sebelah selatan : Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari  

• Sebelah barat : Desa Purwoasri  Kecamatan Singosari 

• Sebelah timur : Desa Ngenep Kecamatan Singosari 

 Desa Klampok memiliki luas wilayah 1302,5 Ha yang terdiri dari: 

a. Tanah Sawah: 317 Ha 

b. Tanah Pekarangan dan Bangunan 914,5 Ha 

c. Tegalan: 75 Ha 

d. Lain-Lain (Sungai, Jalan, Makam, dll): 3,5 Ha 

Desa Klampok secara administrasi terbagi ke dalam 3 dusun, 8 RW dan 53 

RT seperti pada tabel 4.1 berikut: 
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4.1.3.2 Kondisi Demografis Desa Klampok 

Penduduk Desa Klampok setiap tahun mengalami mobilitas penduduk yang 

cukup padat baik itu penduduk yang pindah dari desa lain maupun penduduk asli Desa 

Klampok, hal ini sangat nampak padat bahwa penduduk Desa Klampok pada  tahun 

2017 mencapai 12.255 jiwa terdiri dari laki-laki 6.152 jiwa dan perempuan 6.103 jiwa.  

4.1.3.3 Visi dan Misi Desa Klampok 

a) Visi Pemerintah Desa Klampok adalah  

“Terwujudnya Desa Klampok yang Terlayani, Bermasyarakat, dan 

Bermartabat” 

b) Misi Pemerintah Desa Klampok adalah 

1) Membutuhkan semangat yang baru pada setiap personil aparat desa 

sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang menghantarkan Desa Klampok 

menjadi lebih baik. Dengan semangat baru pekerjaan yang berat menjadi 

ringan dan pekerjaan sulit menjadi mudah dan menjadikan masyarakat 

bermartabat. 

2) Khusus untuk aparat pemerintahan desa akan kami ciptakan kondisi itu, 

yaitu semangat mengabdi dan berbhakti untuk Desa Klampok. Mendorong 

masyarakat dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan 

turut mengoptimalkan peran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 

dalam pengembangan pendidikan luar sekolah melalui kejar paket. 

3) Menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan mitra kerja kami di Desa 

Klampok khususnya BPD untuk menyusun produk-produk hukum di 
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tingkat Desa yang lazim disebut PERDES (Peraturan Desa) sebagai 

pedoman kami menjalankan tugas pemerintahan desa, mendorong 

peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. 

4)  Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal 

maupun non formal di bidang formal pemerintah sudah menggalakan wajib 

belajar tingkat dasar 9 tahun, dan anak-anak yang ada di Desa Klampok 

diharapkan tidak ada yang drop out di tingkat WAJARDIKDAS 

 

4.1.3.4  Struktur Pemerintahan Desa Klampok 
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4.1.3.5  Tugas dan Fungsi di Pemerintahan Desa Klampok 

1) Kepala Desa  

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Tugas Kepala Desa: menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai 

berikut:  

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti: tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, 

pembinaanketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan 

wilayah.  

b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.  

c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan.  

d. Pemberdayaan masyarakat seperti: sosialisasi dan motivasi masyarakat 

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.  
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e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 

lainnya  

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adala lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD):  

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kapala Desa.  

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.  

3) Sekretaris   

Sekertaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa 

untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, 

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. 

Fungsi sekertaris desa adalah :  

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.  

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 

umum.  
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c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala 

Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan.  

4) Kepala Urusan/ Pelaksana Teknis Desa  

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan 

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan 

mempunyai fungsi:  

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 

dinas, dan pelayanan umum.  

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 

keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi 

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
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keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, 

BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya 

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan 

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan 

belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

5) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun (KASUN)  

Tugas kepala dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan 

kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan 

yang sudah ditetapkan. Kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:  

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan 

pengelolaan wilayah.  

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.  

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.  

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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4.1.4  Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut 

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka 

pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).  RPJM Desa dijabarkan 

dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja 

Pembangunan). Rencana kerja pembangunan dilakukan berdasarkan keadaan atau 

kondisi desa yang termuat dalam Laporan RPJM Desa sebagai berikut: 

a. Luas Wilayah 

Luas Wilayah Desa Klampok adalah 1302,5 Ha yang terdiri dari: 

1. Tanah Sawah: 317 Ha 

2. Tanah Pekarangan dan Bangunan 914,5 Ha 

3. Tegalan: 75 Ha 

4. Lain-Lain (Sungai, Jalan, Makam, dll): 3,5 Ha 

b. Jenis Pekerjaan 

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 16 tahun ke atas. Jenis pekerjaan di 

Desa Klampok cenderung tidak dominan pada jenis mata pencaharian satu 

(merata dalam jenis pekerjaan) yang di dominasi dengan bidang pertanian dan 

perkebunan. 

c. Kondisi Topografi 

Desa Klampok memiliki relief daerah dataran rendah. Desa Klampok 

merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada 
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sektor pertanian dengan tanaman yang dikembangkan adalah Tebbu, Jagung, 

dan Lain-Lain. 

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

- Angka Partisipasi Sekolah 

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Klampok terbanyak pada 

tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan SD, SLTP atau 

sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/Diploma 

serta S1 

- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) 

 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD merupakan angka hasil pembagian 

antara jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun di jenjang SD atau sederajat 

dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi 

Murni SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 

7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni SLTP merupakan angka hasil 

pembagian antara jumlah siswa usia 13 – 16 tahun di jenjang SLTP atau 

sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM SLTP 

mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukan bahwa pelajar lulusan 

SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP. Angka Partisipasi Murni 

SLTA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16 – 

18 tahun di jenjang SLTA atau sederajat. APM SLTA juga mengalami 

peningkatan. Gejala ini menunjukan bahwa pelajar lulusan SLTP 

banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTA. 
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e. Permasalahan Pembangunan 

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-

permasalahan pembangunan di Desa Klampok secara rinci sebagai berikut: 

- Bidang Pendidikan 

a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, dan 

SD 

b. Perlu adanya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan PAUD,TK 

dan SD 

c. Masih kurang keterjangkauan pelayanan PAUD 

d. Masih kurangnya tenaga kependidikan 

e. Masih kurangnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan 

- Bidang Kesehatan 

a. Masih perlu adanya pelayanan kesehatan dasar pada ibu 

melahirkan dan bayi, terlambatnya mengambil keputusan oleh 

pihak keluarga dan terbatasnya bidan desa 

b. Masih kurangnya kesediaan pelayanan kesehatan baik sarana 

maupun prasarana 

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat 

tradisional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang 

membeli obat di luar resep dokter atau obat genetik 

d. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal 
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- Bidang Pekerjaan Umum 

Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini 

didasarkan atas kondisi jalan yang ada dan masih banyaknya kerusakan. 

- Sampah 

Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk 

dan belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

- Sumber Daya Air 

Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah dikarenakan belum 

tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah. 

- Pembangunan Saluran Drainase  

Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir dan 

kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase 

- Penataan Lingkungan  

Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai 

harapan dan belum terwujudnya pembangunan pelebaran jalan poros 

desa atau dusun yang memadai. 

- Bidang Perumahan 

a. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman. 

b. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan  

Gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada. 
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c. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam 

pencegahan bahaya kebakaran bangunan. 

d. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air 

bersih. 

e. Belum terfasilitasnya warga miskin untuk memiliki rumah yang 

sehat dan layak huni. 

f. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan 

pertumbuhan pengadaan rumah. 

- Bidang Penataan Ruang 

a. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata 

ruang desa. 

b. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum 

optimalnya upaya penegakan hokum terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

Rencana Kerja Desa Klampok untuk tahun 2017 lebih menekankan prioritas 

pembangunan pada tiga bidang berikut: 
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Tabel 4.1.4.1 

PerencanaancPembangunancDesacKlampok 

Tahunc2017 

 

 

 

No. Uraian Kegiatan Anggaran Sumber Dana 

1 Penghasilan Tetap Kepala 190.080.000 ADD 

1a Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 43.776.000 ADD 

1b Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 11.040.000 PAD 

2 Operasional Perkantoran 111.969.930 ADD 

3 Operasional BPD 29.500.000 ADD 

4 Operasional RT RW 42.456.000 ADD 

5 Kegiatan Musdes 3.331.500 ADD 

6 Kegiatan Musrenbangdes 4.017.500 ADD 

7 Kegiatan PenyusunancLaporan RealisasicAPBdes 

Semesterc1 dan Akhir 

2.742.632 Bunga Bank 

8 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa 

Semester 1 dan Akhir 

2.746.632 SILPA 

9 Dana Cadangan Pilkades 7307.602 ADD 

10 Bedah Rumah Untuk Fakir Miskin 8.830.300 DD 

11 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan 

Jembatan Desa: 

- Paving RT. 1/2 Gg. Salak 

- Paving RT. 2/4 

- Paving RT. 2/4 B 

- Paving RT. 2/1 

 

 

10.913.700 

11.528.300 

12.099.300 

6128.000 

 

 

DD 

DD 

DD 

DD 
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Tabel 4.1.4.1 Lanjutan  

PerencanaancPembangunancDesacKlampok 

Tahunc2017 

No Uraian Kegiatan Anggaran Sumber Dana 

 - Paving RT. 3/6 

- Paving RT. 4/4 

- Paving RT. 4/6 

- Paving RT. 4/7 

- Paving RT. 5/6 

- Paving RT. 5/7 

- Paving RT. 5/8 

- Paving RT. 6/7 

- Paving RT. 8/7 

- Paving RT. 9/8 

- Paving RT. 4/1 

- Talud Jalan RT. 4-5/3 

- Talud Jalan RT. 4-1/6 

- Talud Jalan RT. 4/8 

- Paving RT 6/8 

Paving RT. 6/1 

47.512.700 

5771.200 

31.762.600 

55.384.100 

12.116.000 

15.238.700 

12.296.800 

15.237.400 

45.676.500 

17.816.600 

17.816.600 

43.265.800 

47.423.800 

69.509.000 

35.402.500 

7.826.500 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

 

12 Pemeliharaan Perkantoran 3.200.000 ADD 

13 Air Bersih Berskala Desa 12.751.700 DD 

14 Pembangunan Gedung Kesenian 185.336.600 DD 

15 Peralatan Kesenian 21.745.604 Bagi Hasil 

16 Plengsengan Sawah Pusuko 13.448.000 DD 
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Tabel 4.1.4.1 Lanjutan 

PerencanaancPembangunancDesacKlampok 

Tahunc2017 
 

Sumber: RKP Desa Klampok 2017 (diolah) 

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman 

pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM per tahun anggaran, maka 

akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Tahap selanjutnya adalah 

merealisasikan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada 

RKP Desa. Adapun anggaran yang harus direalisasi terangkum dalam APBDesa 

No Uraian Kegiatan Anggaran Sumber Dana 

17 Plengsengan RT. 2/2 14.405.000 DD 

18 Plengsengan RT. 2/5 12.645.000 DD 

19 Plengsengan RT. 4/4 27.045.000 DD 

20 Plengsengan Sawah Gajah 40.146.000 DD 

21 Pembinaan Linmas 9.081.000 ADD 

22 Pembinaan Karang Taruna 4.935.199 ADD 

23 Pembinaan PKK 9.245.069 ADD 

 24 Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD 7.609.000 ADD 

25 Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan 18.360.000 DD 

26 Bantuan Insentif Guru PAUD & Guru Ngaji 16.500.000 ADD 

27 Penyusunan Profil Desa 17.062.200 ADD 

28 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemsyarakatan Desa 7.368.000 ADD 

28 Pelatihan Kader Pemberdayaan dan Masyarakat Desa 3.230.000 DD 

29 Bantuan Operasional Pendistribusian Pajak 24.462.711 Bagi Hasil 
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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa Klampok untuk tahun 2017 

sebagai berikut: 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA KLAMPOK 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

Sumber: APBD Desa Klampok 2017 

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran akan dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun. Adapun 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Klampok tahun 

KODE 

REK URAIAN 

ANGGARAN 

(Rp) KETERANGAN 

1 2 3 4 

1. PENDAPATAN     

1.1. Pendapatan Asli Desa 13.782.632   

1.1.1. Hasil Usaha Desa 13.782.632   

1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah     

1.2. Pendapatan Transfer 1.403.273.102   

1.2.1. Dana Desa 856.155.000   

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.679.102   

1.2.3. Alokasi Dana Desa 507.439.000   

      JUMLAH PENDAPATAN 1.417.055.734   

2. BELANJA     

2.1. Belanja Desa 1.419.019.977   

2.2.1. Belanja Pegawai 267.096.000   

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 278.762.441   

2.1.3. Belanja Modal 873.161.536   

      JUMLAH BELANJA 1.419.019.977   

      SURPLUS / (DEFISIT) -1.964.243   

3. PEMBIAYAAN     

3.1. Penerimaan Pembiayaan 12.014.477   

3.1.1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya 12.014.477   

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 7.307.602   

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 7.307.602   

      JUMLAH PEMBIAYAAN 4.706.875   

  

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN 

ANGGARAN 2.742.632   
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anggaran 2017 telah melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes, tahun anggaran 2017 sebagai berikut: 

 
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA KLAMPOK 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

KODE 

REK URAIAN  

ANGGARAN 

(Rp) 

Realisasi 

 (Rp) 

Lebih/(Kurang) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

1. PENDAPATAN       

1.1. Pendapatan Asli Desa 13782632 15495012,46 -1712380,46 

1.1.1. Hasil Usaha Desa 13782632 11040000 2742632 

1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah   4455012,46 -4455012,46 

1.2. Pendapatan Transfer 1403273102 1425877395 -22604293 

1.2.1. Dana Desa 856155000 856155000 0 

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39679102 62283395 -22604293 

1.2.3. Alokasi Dana Desa 507439000 507439000 0 

      JUMLAH PENDAPATAN 1417055734 1441372407 -24316673,5 

2. BELANJA       

2.1. Belanja Desa 1419019977 1405630975 13389002 

2.2.1. Belanja Pegawai 267096000 267096000   

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 278762441 274706819 4055622 

2.1.3. Belanja Modal 873161536 863828156 9333380 

      JUMLAH BELANJA 1419019977 1405630975 13389002 

      SURPLUS / (DEFISIT) -1964243 35741432,46 -37705675,5 

3. PEMBIAYAAN       

3.1. Penerimaan Pembiayaan 12014477 14757109 -2742632 

3.1.1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya 12014477 14757109 -2742632 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 7307602 7307602 0 

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 7307602 7307602 0 

      JUMLAH PEMBIAYAAN 4706875 7449507 -2742632 

  

SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 2742632 43190939,46 -40448307,5 

Sumber: RAPBDes Klampok 2017 
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4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian adalah hasil dari analisis data. Data yang diperoleh 

berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

berdasarkan teori-teori yang dijelaskan dalam kajian teori. Penerapan asas-asas 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sangat 

diperlukan dalam upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dalam 

mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabel, transparan dan partisipatif 

yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  

 

4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa Sekretaris 

Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes 

(Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada 

Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikannya kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.  

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (Satu Tahun). RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RKP Desa Klampok tahun 

2017 diatur dalam peraturan desa tentang RKP-Desa nomor 03 Tahun 2017, 

diundangkan pada tanggal 1 Januari 2017. 
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Menurut Bapak Tohari selaku Kepala Desa Klampok dalam wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.38 di Kantor Desa Klampok, 

beliau mengatakan bahwa: 

 “Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan 

musyawarah desa (Musrenbangdes), Musyawarah desa untuk membahas 

usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun, setelah itu dibahas 

mengenai skala prioritas pembangunan dari usulan-usulan tersebut, setelah 

menentukan prioritas pembangunan di desa, pemerintah desa membentuk Tim 

RKP. Tim RKP itu bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)” 

 

Salah satu kepala dusun bapak Purwito dalam wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.50, beliau mengatakan bahwa: 

“Iya mas, kami mengadakan musyawarah desa, musyawarah desa membahas 

rencana pembangunan untuk masing-masing dusun, setelah itu kita menentukan 

pembangunan-pembangunan mana yang paling darurat untuk dilaksanakan 

yang penentuan anggarannya ditentukan lebih dulu”  

 

Sekretaris Desa Klampok Bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 21 Desember pukul 12.45, beliau mengatakan bahwa: 

“jadi setelah RKP desa disusun, saya menyusun rancangan perdes APBDes. 

Rancangan tersebut itu berdasarkan RKP tahun anggaran yang sama, setelah 

itu saya serahkan ke Kades dan BPD untuk disepakati bersama. Untuk tahun 

2017, perdes APBDes ada di nomor empat tahun 2017 aturannya” 

 

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap perencanaan 

desa, Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 20 menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.  

“BPD merupakan lembaga yang mirip dengan DPR, kami percaya dengan 

rencana pembangunan pemerintahan desa yang pastinya digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat Desa Klampok. (Ketua BPD, 21 Desember 2016 

pukul 11.15). 

 



76 
 

 

Adapun alur perencanaan keuangan Desa Klampok dapat digambarkan dengan 

alur sebagai berikut: 

Gambar 4.2.1.1 

Alur Perencanaan Keuangan Desa Klampok 

 

 
 

  

 Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti akan memberikan contoh alur 

perencanaan pada salah satu kegiatan pembangunan, namun batasan penelitian ini 

adalah peneliti tidak ikut dalam proses perencanaan di kegiatan tersebut. Berikut 

merupakan proses perencanaan pada kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT 04-05/03 

dan kegiatan : 
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1) Kegiatan pembangunan Talud Jalan RT. 04-05/03 dilatar belakangi oleh masalah 

sempitnya gorong-gorong yang mengakibatkan air mengalir ke jalan dan dapat 

mengakibatkan jalan menjadi rusak. Hal tersebut dibahas dan disepakati di 

musyawarah dusun sekaligus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan: 

Gambar 4.2.1.2 

Tim Pelaksana Kegiatan 
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2) Kemudian usulan tersebut dibahas dan disepakati di musyawarah tingkat desa 

Gambar 4.2.1.3 

Usulan Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT. 04-05/03 

 
 

Gambar 4.2.1.4 

Berita Acara Musyawarah Desa 
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3) Dalam musyawarah desa dibahas juga anggaran yang diperlukan berdasarkan 

kebutuhan pelaksanaan pembangunan. 

 

Gambar 4.2.1.5 

Rencana Anggaran Biaya 

 

 
 

 

4) Musyawarah desa menghasilkan keputusan Kepala Desa dalam pembentukan 

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang akan melaksanakan keseluruhan kegiatan 

pembangunan 
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Gambar 4.2.1.6 

Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana Kegiatan 

 

 

Gambar 4.2.1.7 

Tim Pelaksana Kegiatan 
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 Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan perencanaan yang 

dilakukan di Desa Klampok, kurang menunjukan asas akuntabel dan transparan dalam 

pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti konkrit terkait pelaksanaan 

musyawarah di dusun. Bukti-bukti terkait dapat berupa laporan notulen dan berita acara 

musyawarah dusun. Partisipasi masyarakat juga tidak bisa dibuktikan karena tidak 

adanya daftar hadir dalam musyawarah tersebut.  

 

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan anggaran semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan 

melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, apabila desa 

tersebut tidak memiliki pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. 

Bendahara desa, Ibu Ika dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 

Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor Desa Klampok mengatakan bahwa: 

“Kita memakai rekening bank mas, bank jatim, jadi jika akan melakukan 

pembayaran kita memakai rekening itu, selain melakukan pembayaran 

rekeningnya juga digunakan untuk penerimaan transfer ADD sama DD dari 

kabupaten” 

 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 juga menyebutkan bahwa 

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka  

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas 

desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Menurut Peraturan Bupati Malang 

Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 25 ayat 3 jumlah uang tunai yang berada di brankas 
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Bendahara maksimal adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh Bendahara desa Ibu Ika, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Uang tunai yang di brankas kita paling banyak 50 Juta mas” 

 

Berdasarkan Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2017 

(terlampir) jumlah kas di Bendahara Desa menunjukan angka sejumlah Rp. 

79.503.541,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Pasal 25 ayat 4, dalam hal uang 

tunai yang ada pada kas Bendahara lebih dari Rp. 50.000.000,00, Bendahara membuat 

Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa, akan 

tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bendahara desa tidak 

membuat Berita Acara Keadaan Kas:  

“ndak ada surat keterangan mas” (Bendahara Desa, 29 Maret 2019). 

 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan 

kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan 

dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris 

Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan 

oleh bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 

pukul 12.45, beliau mengatakan bahwa: 

“Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan 

dulu memakai RAB, nantinya RAB itu diverifikasi terlebih dahulu oleh saya 

sebelum disahkan oleh Kepala Desa, nanti waktu pertanggungjawaban 

pelaksana kegiatan wajib mencatat pengeluaran-pengeluarannya di Buku Kas 

Kegiatan, kalo mau liat silahkan minta ke mba ika…” 
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Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. Bendahara Desa Klampok hanya dapat 

melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan 

telah disahkan oleh Kepala Desa seperti yang disampaikan Bendahara desa sebagai 

berikut:  

“Pengeluaran uang harus dilakukan dengan melengkapi berkas berupa Surat 

Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Surat Permintaan Pembayaran yang 

diverifikasi sekretaris desa lalu disahkan oleh Kepala Desa. ini yang menjadi 

syarat pengeluaran uang oleh Bendahara…” (Bendahara Desa, Jumat 28 

Desember 2018). 

 

Berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebelum pencairan dana:  

Gambar 4.2.2.1 

Rencana Anggaran Biaya 
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Gambar 4.2.2.2 

Surat Permintaan Pembayaran 

 

 
  

Gambar 4.2.2.3 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 
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Permendagri 113 tahun 2014 pasal 27 menyebutkan bahwacPelaksana Kegiatan 

bertanggungjawabc terhadapc tindakanc pengeluaran yangcmenyebabkancatascbeban 

anggarancbelanja kegiatancdengan mempergunakancbuku pembantuckasckegiatan 

sebagaicpertanggungjawabancpelaksanaanckegiatancdidesa. Berikut contoh buku 

pembantu kas di salah satu kegiatan pembangunan di Desa Klampok: 

Gambar 4.2.2.4 

Buku Kas Pembantu Kegiatan 

 

 

Permendagri 113 tahun 2014 pasal 31 menjelaskan bahwa Bendahara desa 

sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bendahara desa Ibu Ika mengatakan bahwa: 

“Setiap ada pengeluaran yang menyebabkan pajak, kita ambil pajaknya mas, 

terus langsung kita setorkan” 
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Gambar 4.2.2.5 

Bukti Penyetoran Pajak 

 
  

Adapun alur pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Klampok dapat 

digambarkan dengan alur sebagai berikut: 

Gambar 4.2.2.6 

Alur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 
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Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Klampok 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan Desa Klampok telah dilakukan 

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. 

 

4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 menjelaskan bahwa Bendahara 

desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, selain itu Bendahara juga harus 

mempertanggungjawabkan uang kepada Kepala Desa menggunakan Laporan 

Pertanggungjawaban tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara desa dilakukan dengan Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan keuangan di Desa 

Klampok sudah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan 

Bendahara Desa Klampok sebagai berikut:  

“Saya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan 

Aplikasi SISKEUDES yang menghasilkan laporan pembukuan seperti buku-

buku seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank, dan Buku 

Pembantu Pajak” (Bendahara Desa, 28 Desember 2018).   

 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa 

Klampok Bapak Tohari di Kantor Desa pada 20 Desember 2018 pukul 08.30 WIB, 

menyatakan bahwa:  

“Pembukuan yang dilakukan oleh  Bendahara desa sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, pembukuan sudah dilakukan di Buku Kas Umum, 

Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang diinput ke aplikasi 

SISKEUDES” 
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Gambar 4.2.3 

Aplikasi SISKEUDES Desa Klampok 

 

 

Berikut beberapa contoh penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa 

Klampok di tahun anggaran 2017: 

1) Pada tanggal 28 April 2017 Desa Klampok menerima transfer Dana Desa ke 

rekening bank desa sebesar Rp 202.975.600,-   

2) Pada Tanggal 09 Mei 2017, Bendahara melakukan pengambilan anggaran Dana 

Desa sebesar Rp.40.146.000 dari rekening bank untuk pembangunan 

Plengsengan Sawah Gajah 

3) Pada Tanggal 09 Mei 2017 melakukan realisasi kegiatan pembangunan 

Plengsengan Sawah Gajah sebesar Rp.40.146.000 

4) Pada Tanggal 10 Mei 2017 Bendahara melakukan pemotongan pajak atas 

pembayaran sewa peralatan (pick up) sebesar Rp. 60.000 (Pph 23) dan PPN 

Pusat 

 

 



89 
 

 

BUKU BANK DESA 
PEMERINTAH DESA KLAMPOK 

TAHUN ANGGARAN 2017 

       NAMA BANK :  BANK JATIM 
       NO. REK  :  0592108241 

 
 

 

    BUKU KAS UMUM-TUNAI 

PEMERINTAH DESA KLAMPOK 

TAHUN ANGGARAN 2017 
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]BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
PEMERINTAH DESA KLAMPOK 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

 
 

Berdasarkan beberapa contoh penatausahaan di Desa Klampok tersebut 

menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Klampok telah dilakukan sesuai 

dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014  pasal 

35 dan 36. 

 

4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 

tahun 2014 pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada 

bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa 

yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara 

laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun 

berikutnya.  

Pelaporan keuangan desa di Desa Klampok untuk semester pertama telah 

disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk 

semester kedua sampai awal bulan Februari belum terselesaikan karena terdapat 

berbagai kendala seperti perubahan terkait aturan-aturan pelaporan pengelolaan 
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keuangan yang harus dilaksanakan dan sulitnya perangkat-perangkat desa dalam 

menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu. 

“Kita menyampaikan LRA semester pertama pada awal Juli. Untuk semester 

akhir tahun, kami agak terlambat menyampaikan ke bupati dikarenakan ada 

beberapa kendala seperti perubahan beberapa aturan pelaporan dan sulitnya 

perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu” 

(Kepala Desa, Jumat 20 Desember 2018).  

 

Berdasarkan mekanisme pelaporan keuangan Desa Klampok tersebut 

menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Klampok belum dilakukan sesuai 

dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014  pasal 

37. Hal ini dikarenakan palaporan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 

disampaikan lebih dari batas waktu yang telat diatur. Batas waktu yang diatur oleh 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 

4.2.5 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

Pelaksanan pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah dengan 

menyampaikan laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 113 

tahun 2014 pasal 38 laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa terdiri 

dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertangungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa dilampiri:  

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APBDesa tahun 

anggaran yang berkenaan.  
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b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan, dan  

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke 

desa.  

 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Klampok telah dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Desa Klampok nomor 05 tahun 2017 tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa 

tahun anggaran 2017. Laporan pertangungjawaban tersebut telah disepakati bersama 

BPD dan Kepala Desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 

diundangkan oleh sekertaris desa pada tanggal 31 Desember 2017. Pada Laporan 

pertangungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 

anggaran 2015 Desa Klampok telah mencantumkan beberapa laporan sebagai berikut:  

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 

2017 

2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2017 

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa  

4. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa  

5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  

Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 41 menjelaskan bahwa laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 
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(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sekretaris Desa Klampok, bapak 

Sutrisno mengatakan bahwa: 

“Untuk LPJ kami selalu kerepotan mas, kita waktu itu terlambat dalam 

penyampaian LPJ ke kabupaten, kita baru selesai seluruh LPJ kegiatan pada 

awal februari, alasannya karena LPJ dilakukan untuk masing-masing kegiatan, 

sedangkan kegiatan kami cukup banyak, mengumpulkan dan menata berkas-

berkasnya itu yang repot, karena terkadang ada berkas-berkas yang tersimpan 

di map lain”  

 

Berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Desa Klampok tersebut 

menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa Klampok belum dilakukan 

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014  

pasal 38. Hal ini dikarenakan panyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBDes disampaikan lebih dari batas waktu yang telat diatur. Batas waktu yang diatur 

oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

  

4.2.6  Analisis Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Klampok 

4.2.6.1 Transparan 

 Menurut Nordiawan (Sujarweni, 2015) transparan dalam pengelolaan keuangan 

berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang 

sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pengelola pada peraturan 

perundang-undangan. 

Transparasi merupakan salah satu nilai dari prinsip good governance. Dengan 

adanya transparasi akan mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia 
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yang terlibat di dalamnya untuk berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan 

sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan 

sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 

Desa Klampok dalam pengelolaan keuangannya, selalu berusaha untuk 

transparan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Tohari dalam wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.40, beliau mengungkapkan bahwa: 

“Kami selalu berusaha se transparan mungkin kepada masyarakat, jika ada 

masyarakat yang ingin tau mengenai keuangan desa boleh datang langsung ke 

kantor, kami juga menyampaikan anggaran lewat musyawarah yang diadakan 

tiap tahun, untuk realisasi anggaran juga kami sampaikan di musyawarah di 

awal tahun anggaran berikutnya, pada saat musdes”  

 

Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 40 menjelaskan bahwa Laporan realisasi 

dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan 

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses 

oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud pada alat antara lain papan 

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Sekretaris Desa, bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan tanggal 21 

Desember Pukul 12.45 mengatakan bahwa: 

“Laporan Realisasi Anggaran kami sampaikan ke masyarakat lewat papan 

pengumuman yang ada di depan mas, jadi masyarakat bisa tau realisasi-

realisasi kegiatan pembangunan pemerintah desa, kami juga memasang papan 

pengumuman mengenai anggaran pembangunan di dekat lokasi kegiatan 

pembangunannya mas, fungsinya agar  masyarakat tahu”  

 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, memang benar terdapat 

papan pengumuman yang berada di depan kantor desa, papan pengumuman dengan 

ukuran 3x1 meter tersebut menurut penuturan salah satu warga memang sering 
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ditempel macam-macam pengumuman seperti pengumuman penemuan barang, acara-

acara desa dan sebagainya termasuk anggaran desa serta realisasi anggarannya. 

“iya mas, disini biasanya ada pengumuman seperti pengumuman acara-acara 

desa sama pengumuman anggaran dan realisasinya juga” (sholeh, 7 Januari 

2019)  

Gambar 4.2.6.1.1 

Papan Pengumuman Desa Klampok 

 

 
 

 

Gambar 4.2.6.1.2 

Papan Pengumuman Desa Klampok 
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Dalam usaha untuk melaksanakan asas transparan dalam pengelolaan keuangan 

desa, ada kendala yang dialami oleh pejabat desa yaitu seperti yang disampaikan 

Bendahara Desa, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember pukul 

11.15. Beliau menyampaikan bahwa: 

 “perangkat desa memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal-hal terkait dengan 

pendanaan desa juga pasti kami sampaikan kepada masyarakat melalui 

musyawarah desa agar masyarakat bisa datang untuk mendapatkan informasi 

yang dijelaskan oleh aparatur desa kepada masyarakat” 

 

Pemerintah Desa Klampok sudah berupaya untuk melaksanakan asas 

transparan mengenai pengelolaan keuangannya, akan tetapi Pemerintah Desa 

mengalami banyak kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan 

informasi yang disampaikan oleh aparatur desa sehingga informasi yang disampaikan 

ke seluruh lapisan masyarakat kurang diterima dengan baik karena masyarakat hanya 

melihat hasil realisasinya saja tanpa ingin tahu proses perencanaan dan pelaksanannya.  

 

4.2.6.2 Akuntabel 

Subeni dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk keharusan seseorang atau pimpinan/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas 

dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, 

akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. 

Sekretaris Desa Klampok, bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan 

tanggal 21 Desember pukul 12.45 mengatakan bahwa: 
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“Kami dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada 

peraturan-peraturan yang ada, baik permendagri maupun perbup. Saya yakin 

pemerintah Desa Klampok sudah mentaati setiap aturan-aturan tersebut” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Klampok, bapak Tohari. 

Beliau menyampaikan bahwa: 

“Aparatur desa sudah berupaya mentaati peraturan yang ada. Kami siap 

ditegur oleh pemerintah jika ada hal yang kurang tepat dalam pengelolaan 

keuangan desa.” 

 

Berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Klampok, rencana kerja 

pembangunan desa tahun 2017 diatur dalam Peraturan Desa Klampok (Perdes) Nomor 

03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Klampok. 

Perdes Nomor 03 Tahun 2017 memuat tentang: 

▪ BAB I Pendahuluan 

▪ BAB II Arah Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2017 

▪ BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Serta Kerangka Pendanaan 

▪ BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa 

▪ BAB V Penutup 

Berdasarkan RKP desa, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa 

tentang APBDes. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

APBDes kepada Kepala Desa untuk disepakati bersama dengan BPD, setelah itu 

terbitlah Peraturan Desa Klampok Nomor 04 Tahun 2017 tentang APBDes. APBDes 

tahun 2017 memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja desa yang terdiri dari: 
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1. Pendapatan Desa        Rp. 1417.055.734 

2. Belanja Desa     Rp. 1.419.019.977 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp.    441.656.194 

b. Bidang Pembangunan    Rp.    859.510.504 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   Rp.      23.261.269 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   Rp.      94.591.911 

e. Bidang Tak Terduga    Rp……………….                      

3. Jumlah Belanja         Rp. 1.419.019.977 

Surplus/Defisit         Rp.       -1.964.243 

4. Pembiayaan  

a. Penerimaan Pembiayaan 

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya   Rp. 12.014.477 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pembentukan Dana Cadangan     Rp.   7.307.602 

Jumlah Pembiayaan       Rp.   4.706.875 

 

Sisa Lebih/Kurang       Rp.   2.742.632 

 

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana kegiatan 

realisasi APBDes terlebih dahulu mengajukan pendanaan dengan menyampaikan 

dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya kegiatan. Berikut contoh Rencana 

Anggaran Biaya pada kegiatan pembangunan Talud Jalan RT. 04-05 RW 03: 
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Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP diajukan bersama dengan 

Pernyataan Tanggingjawab Kerja dan lampiran bukti transaksi.  

Pada tahap penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku 

kas pembantu pajak, dan buku bank. 

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri 

nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan 

realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan 

Januari tahun berikutnya. 
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Dalam upaya untuk melaksanakan asas akuntabel, Pemerintah Desa Klampok 

sudah melaksanakan Permendagri 113 Tahun 2014, kecuali pada tahap pelaporan dan 

pertanggungjwaban realisasi pelaksanaan APBDes, Pemerintah Desa Klampok belum 

bisa melaksanakan tahap itu dengan baik, kurangnya kemampuan pemerintah Desa 

Klampok dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu juga menjadi 

hambatan dalam mematuhi Permendagri nomor 113 Tahun 2014. 

 

4.2.6.3 Partisipatif 

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa partisipasi pengelolaan keuangan desa 

adalah prinsip dimana setiap masyarakat desa mempunyai hak untuk terlibat dalam 

setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kepala Desa Klampok, bapak Tohari dalam wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 20 Desember pukul 20.45 mengatakan bahwa: 

“Dalam perencanaan pembangunan desa, kami selalu mengajak masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi, contohnya dalam musyawarah desa kami 

mengundang segenap masyarakat untuk ikut hadir dalam musyawarah 

tersebut, dalam penyusunan RKP, masyarakat juga kami libatkan dalam tim 

RKP. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan kami juga melibatkan 

masyarakat untuk menjadi bagian dari tim yang merealisasikan pembangunan 

tersebut. 
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Gambar 4.2.6.3 

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan 

 

 
 

Ketua BPD, mengatakan bahwa: 

“Masyarakat selalu kami ajak untuk terlibat dalam penyusunan rencana 

pembangunan desa, usulan-usulan dari masyarakat sangat kami harapkan, 

masyarakat bisa menyampaikan usulan-usulan ketika diadakannya 

musyawarah desa, di luar musyawarah masyarakat juga bisa menyampaikan 

usulan atau keluhan terkait kebijakan pemerintah desa, masyarakat bisa 

menyampaikan langsung atau lewat kami, BPD” 

 

 Salah satu masyarakat Desa Klampok dalam wawancara yang di lakukan pada 

tanggal 7 Januari 2019 pukul 10:00 WIB yang bernama Sholeh, menjelaskan bahwa:  

“Masyarakat dalam musyawarah desa lumayan banyak yang datang, kalo 

dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pemuda pernah diajak untuk 

membangun BUMDes” 
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Dalam upaya tercapainya asas partisipatif, Pemerintah Desa Klampok 

memberikan hak sepenuhnya kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Peran pemerintah daerah juga sangat 

dibutuhkan, terlebih dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 44 disebutkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. Namun menurut Kepala Desa Klampok, bapak Tohari 

mengungkapkan bahwa: 

“Pemerintah Kabupaten tidak secara langsung mendampingi dan membina 

aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, akan tetapi pemerintah 

memberikan sosialisasi pengelolaan keuangan setiap ada peraturan baru jadi 

tidak secara langsung mas..”  

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, masyarakat Desa Klampok dapat 

dikatakan ikut andil atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, 

namun asas-asas transparan dan akuntabel tidak dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tidak ditemukannya daftar hadir rapat yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat 

Desa Klampok ikut berpartisipasi dalam perencanaan keuangan desa. 

 

4.2.7 Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Klampok 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 

Tahun 2014 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dilihat 

pelaksanaan Permendagri 113 tahun 2014 pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2.7.1 

Perencanaan Keuangan Desa Klampok Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No. Indikator Kategori Keterangan 

1 Sekretaris Desa menyusun 

Rancangan Peraturan Desa tentang  

APBDesa berdasarkan RKPDesa 

tahun berkenaan. 

 

Sesuai - 

2 Sekretaris Desa menyampaikan 

rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

 

Sesuai 

  

 

 

- 

3 Rancangan peraturan Desa tentang 

APBDesa disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk 

dibahas dan disepakati bersama. 

 

Sesuai Tidak adamya Berita Acara 

terkait rapat pembahasan 

Rancangan Perdes APBDes 

sehingga belum menerapkan 

asas transparan dan akuntabel 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2.7.1 Perencanaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai 

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun terdapat kendala yang terjadi, 

yaitu kurang lengkapnya dokumen terkait rapat yang membahas Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDes sehingga dapat menjadi halangan dalam menerapkan asas 

akuntabel, transparan, dan partisipatif. 

Tabel 4.2.7.2 

Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No. Indikator Kategori Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua penerimaan dan pengeluaran 

desa dalam rangka pelaksanaan  

Kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Akuntabel: dibuktikan 

dengan dicatatnya 

transaksi pengeluaran dan 

penerimaan ke dalam 

Buku Bank Desa 

- Transparan: terdapat 

Laporan Buku Bank Desa 

yang dapat dilihat dan di  
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Tabel 4.2.7.2 Lanjutan 

Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

No Indikator Kategori Keterangan 

   print out dari aplikasi 

SISKEUDES 

- Partisipasi: Pelaksanaan 

kegiatan melibatkan 

masyarakat desa 

 

2 Semua penerimaan dan pengeluaran 

desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

 

Sesuai Akuntabel: Pelaksana 

kegiatan mengajukan dana 

untuk kegiatan dengan 

menggunakan Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) 

yang sudah disetujui oleh 

Kepala Desa, selain itu 

terdapat lampiran formulir 

seperti Surat Permintaan 

Pembayaran, Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja, 

dan Bukti-BuktiTransaksi 

- Transparan: Bukti-bukti 

penerimaan maupun 

pengeluaran dilampirkan 

ke dalam Laporan 

Pertanggungjawaban 

Belanja 

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 

 

3 

 

Bendahara dapat menyimpan uang 

dalam Kas Desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka  memenuhi 

kebutuhan operasional pemerintah 

desa. Pengaturan jumlah uang  

dalam kas desa ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati/Walikota. 

Tidak Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak sesuai dengan Peraturan 

Bupati Malang No. 16 Pasal 

25 ayat 4 yang menyebutkan 

bahwa jika kas di brankas 

melebihi jumlah maksimal 

yaitu Rp. 50.000.000,00 maka 

bendahara desa wajib 

membuat berita acara, tetapi 
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Tabel 4.2.7.2 Lanjutan 

Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

No Indikator Kategori Keterangan 

   bendahara desa belum 

membuat surat keterangan 

apapun. Jumlah kas di brankas 

melebihi jumlah maksimal 

berdasarkan data di Laporan 

Kekayaan Desa 

 

4 Pelaksana Kegiatan mengajukan 

pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan 

dokumen antara lain Rencana 

Anggaran Biaya. 

 

Sesuai Akuntabel: Pelaksana 

kegiatan mengajukan dana 

untuk kegiatan dengan 

menggunakan Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) 

yang sudah disetujui oleh 

Kepala Desa, selain itu 

terdapat lampiran formulir 

seperti Surat Permintaan 

Pembayaran, Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja, 

dan Bukti-BuktiTransaksi 

- Transparan: Bukti-bukti 

penerimaan maupun 

pengeluaran dilampirkan 

ke dalam Laporan 

Pertanggungjawaban 

Belanja 

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 

 

5 Rencana Anggaran Biaya di 

verifikasi oleh Sekretaris Desa dan 

di sahkan oleh Kepala Desa. 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

- Akuntabel: Pelaksana 

kegiatan mengajukan dana 

untuk kegiatan dengan 

menggunakan Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) 

yang sudah disetujui oleh 

Kepala Desa, selain itu 

terdapat lampiran formulir  
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Tabel 4.2.7.2 Lanjutan 

Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

No Indikator Kategori Keterangan 

   seperti Surat Permintaan 

Pembayaran, Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja, 

dan Bukti-BuktiTransaksi 

Transparan: Bukti-bukti 

penerimaan maupun 

pengeluaran dilampirkan 

ke dalam Laporan. 

Pertanggungjawaban 

Belanja 

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 

 

6 Pelaksana Kegiatan 

bertanggungjawab terhadap 

tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu 

kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan di desa. 

 

Sesuai - Akuntabel: Terdapat Buku 

pembantu kas kegiatan 

sebagai bentuk 

pertanggungjawaban 

- Transparan: Buku kas 

pembantu kegiatan 

dilampirkan dalam 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

kegiatan pelaksanaan 

anggaran 

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan dilakukan oleh 

masyarakat yang 

didampingi oleh 

perangkat desa 

 

7 Berdasarkan rencana anggaran biaya  

pelaksana kegiatan mengajukan 

Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) kepada Kepala Desa. 

 

Sesuai - Akuntabel: Pelaksana 

kegiatan mengajukan dana 

untuk kegiatan dengan 

menggunakan Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) 

yang sudah disetujui oleh 

Kepala Desa, selain itu 

terdapat lampiran formulir 

seperti Surat Permintaan  
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Tabel 4.2.7.2 Lanjutan 

Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

No Indikator Kategori Keterangan 

   Pembayaran, Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja, 

dan Bukti-BuktiTransaksi 

- Transparan: Bukti-bukti 

penerimaan maupun 

pengeluaran dilampirkan 

ke dalam Laporan 

Pertanggungjawaban 

Belanja 

Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa. 

 

8 Berdasarkan SPP yang telah di 

verifikasi Sekretaris Desa, Kepala 

Desa menyetujui permintaan 

pembayaran dan bendahara 

melakukan pembayaran. 

 

Sesuai - Akuntabel: Pelaksana 

kegiatan mengajukan dana 

untuk kegiatan dengan 

menggunakan Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) 

yang sudah disetujui oleh 

Kepala Desa, selain itu 

terdapat lampiran formulir 

seperti Surat Permintaan 

Pembayaran, Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja, 

dan Bukti-BuktiTransaksi 

- Transparan: Bukti-bukti 

penerimaan maupun 

pengeluaran dilampirkan 

ke dalam Laporan 

Pertanggungjawaban 

Belanja 

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 
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Tabel 4.2.7.2 Lanjutan 

Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

No Indikator Kategori Keterangan 

9 Pembayaran yang telah dilakukan  

selanjutnya bendahara melakukan 

pencatatan pengeluaran. 

 

Sesuai - Akuntabel: terdapat Buku 

Kas Umum dan Buku 

Bank untuk mencatat 

transaksi pengeluaran 

Transparan: Laporan 

Buku Kas Umum maupun 

Buku Bank dapat dilihat 

maupun di print out di 

Aplikasi SISKEUDES  

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa. 

 

10 

 

 

 

 

 

Bendahara desa sebagai wajib 

pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya, wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke rekening  

kas negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

- Akuntabel: terdapat Buku 

pembantu pajak untuk 

mencatat transaksi yang 

terdapat pengenaan 

pajaknya 

- Transparan: Laporan 

Buku pembantu pajak 

dapat dilihat maupun di 

print out di Aplikasi 

SISKEUDES  

- Partisipatif: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2.7.2 Pelaksanaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai 

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kecuali yang terjadi perihal penyimpanan 

uang di brankas, ketika uang kas di bendahara sudah melebihi batas maksimal yang 

sudah ditetapkan, bendahara desa belum membuat berita acara, hal tersebut belum 
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sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 yang diatur lewat Peraturan 

Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015. 

 

Tabel 4.2.7.3 

Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No. Indikator Kategori Keterangan 

1 Penatausahaan  dilakukan oleh 

Bendahara Desa. 

 

Sesuai - Akuntabel: Terdapat 

laporan keuangan Desa 

seperti Buku Bank, Buku 

Kas Umum. Dan Buku 

Pembantu Pajak 

- Transparasi: Laporan 

Keuangan dapat dilihat 

maupun di print out di 

Aplikasi SISKEUDES 

Transparasi: Pelaksanaan 

kegiatan yang 

mengakibatkan transaksi 

keuangan melibatkan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 

 

2 Bendahara Desa wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran  serta  melakukan 

tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib 

 

Sesuai - Akuntabel: Terdapat 

laporan keuangan Desa 

seperti Buku Bank, Buku 

Kas Umum. Dan Buku 

Pembantu Pajak 

- Transparasi: Laporan 

Keuangan dapat dilihat 

maupun di print out di 

Aplikasi SISKEUDES 

- Transparasi: Pelaksanaan 

kegiatan yang 

mengakibatkan transaksi 

keuangan melibatkan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa. 
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No Indikator Kategori Keterangan 

3 Penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran menggunakan: 

a. buku kas umum; 

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 

c. buku Bank. 

 

Sesuai - Akuntabel: Terdapat 

laporan keuangan Desa 

seperti Buku Bank, Buku 

Kas Umum. Dan Buku 

Pembantu Pajak 

Transparasi: Laporan 

Keuangan dapat dilihat 

maupun di print out di 

Aplikasi SISKEUDES 

Transparasi: Pelaksanaan 

kegiatan yang 

mengakibatkan transaksi 

keuangan melibatkan 

warga Desa Klampok 

yang didampingi oleh 

aparatur desa 

-  

 

Berdasarkan Tabel 4.2.7.3 Penatausahaan Keuangan Desa Klampok sudah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tidak ada kendala dalam 

pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. 

 

Tabel 4.2.7.4 

Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No. Indikator Kategori Keterangan 

1 Kepala Desa menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa  kepada Bupati/Walikota 

berupa: 

a. laporan  semester pertama; dan  

b. laporan semester akhir tahun. 

 

Sesuai - 

2 Laporan semester pertama berupa 

laporan realisasi APBDesa. 

Sesuai - 

3 Laporan realisasi  pelaksanaan 

APBDesa disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

 

Sesuai - 
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Tabel 4.2.7.4 Lanjutan 

Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No Indikator Kategori Keterangan 

4 Laporan semester akhir tahun  

disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. 

Tidak Sesuai Disampaikan pertengahan 

februari 

 

Berdasarkan Tabel 4.2.7.4 Pelaporan Keuangan Desa Klampok belum sesuai 

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, itu terjadi karena Laporan semester di 

akhir tahun anggaran disampaikan ke Camat melebihi batas waktu yang disampaikan 

yaitu bulan Februari. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 

menjelaskan bahwa Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari. 

Tabel 4.2.7.5 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No. Indikator Kategori Keterangan 

1 Kepala Desa  menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 

 

Sesuai - Akuntabel: dibuktikan 

dengan terdapatnya 

Laporan 

Pertanggungjawaban  

- Transparan: Laporan 

Pertanggungjawaban 

dapat dilihat di Kantor 

Desa 

- Partiisipasi: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok  
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Tabel 4.2.7.5 Lanjutan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No Indikator Kategori Keterangan 

   yang mana mereka 

wajib melampiran 

dokumen-dokumen 

terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan 

yang akan dijadikan 

lampiran dalam 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

 

2 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

terdiri dari  pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 

Sesuai - Akuntabel: dibuktikan 

dengan terdapatnya 

Laporan 

Pertanggungjawaban  

- Transparan: Laporan 

Pertanggungjawaban 

dapat dilihat di Kantor 

Desa 

- Partiisipasi: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang mana mereka 

wajib melampiran 

dokumen-dokumen 

terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan 

yang akan dijadikan 

lampiran dalam 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

-  

3 Peraturan Desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan 

APBDesa dilampiri:  

a. format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

- Akuntabel: dibuktikan 

dengan terdapatnya 

Laporan 

Pertanggungjawaban  

- Transparan: Laporan 

Pertanggungjawaban 

dapat dilihat di Kantor 

Desa 
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Tabel 4.2.7.5 Lanjutan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No Indikator Kategori Keterangan 

 b. format Laporan Kekayaan  

Milik Desa per 31 Desember 

Tahun Anggaran 

berkenaan; dan  

c. format Laporan Program 

Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang masuk 

ke desa. 

 - Partiisipasi: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang mana mereka 

wajib melampiran  

dokumen-dokumen 

terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan 

yang akan dijadikan 

lampiran dalam 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

 

4 Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDesa  

merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

 

Sesuai - Akuntabel: dibuktikan 

dengan terdapatnya 

Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa  

- Transparan: Laporan 

Pertanggungjawaban 

dapat dilihat di Kantor 

Desa 

- Partiisipasi: Pelaksana 

kegiatan merupakan 

warga Desa Klampok 

yang mana mereka 

wajib melampiran 

dokumen-dokumen 

terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan 

yang akan dijadikan 

lampiran dalam 

Laporan 

Pertanggungjawaban 
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Tabel 4.2.7.5 Lanjutan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 

 
No Indikator Kategori Keterangan 

5 Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan  APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat 

secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses 

oleh masyarakat. 

 

Sesuai - Akuntabel: terdapat 

Papan Pengumuman 

yang digunakan untuk 

menyampaikan 

informasi keuangan 

desa,  

- Transparan: Papan 

pengumuman digunakan 

untuk menyampaikan 

informasi keuangan desa 

- Partisipasi: kurangnya 

partisipasi masyarakat 

terkait keingintahuan 

informasi keuangan desa 

 

6 

 

Media informasi antara lain papan 

pengumuman, radio komunitas, 

dan media informasi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Akuntabel: terdapat 

Papan Pengumuman 

yang digunakan untuk 

menyampaikan 

informasi keuangan dea, 

selain itu 

pertanggungjawaban 

keuangan disampaikan 

melalui musyawarah 

desa 

- Transparan: 

pertanggungjawaban 

keuangan disampaikan 

melalui musyawarah 

desa yang dibuktikan 

dengan Berita Acara 

Musyawarah Desa, 

namun tidak terdapat 

daftar hadir msyarakat 

yang dapat menunjang 

penerapan asas 

transparan 

- Partisipatif: masyarakat 

mengikuti musyawarah 

desa 
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Berdasarkan Tabel 4.2.7.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa Klampok 

sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kecuali dalam penyampaian 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa ke Camat dimana laporan tersebut 

disampaikan terlambat melebihi batas waktu yang ditentukan. Menurut Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 41 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban 

disampaikan ke Bupati lewat Camat paling lambat akhir bulan Januari.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam upaya 

mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik sudah hampir tercapai seperti yang telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Klampok dilihat dari segi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah hampir 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014. Terdapat beberapa hal yang membuat pelaksanaan Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu dari segi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa masih ada aturan yang belum diketahui maupun dipahami 

oleh aparatur desa seperti peraturan jumlah maksimal uang kas di brankas yang tidak 

boleh melebihi batas maksimum Rp.50.000.000, selain itu dari segi pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa masih terlambat dalam 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati, hal itu yang dapat 

menghambat proses pencairan Dana ADD maupun Dana Desa di kemudian hari. 

Upaya transparansi keuangan Desa Klampok sudah dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Klampok seperti pemasangan papan pengumuman di depan kantor desa yang 

berguna sebagai alat untuk menyampaikan anggaran yang akan dilaksanakan dan juga 
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realisasinya. Akan tetapi terdapat kendala dengan kemampuan sumber daya 

masyarakat yang masih kurang memahami tentang informasi yang disampaikan 

sehingga memungkinkan aparatur desa selain menyampaikan informasi pemerintahan 

desa dengan tertulis juga disampaikan secara lisan melaui rapat yang diselenggarakan 

oleh aparatur desa.  

Partisipatif pengelolaan keuangan Desa Klampok dalam upaya mewujudkan 

sistem pengelolaan keuangan yang baik ditunjukan dengan ikut andilnya masyarakat 

dalam mengikuti musyawarah desa, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukan melalui 

dokumen yang terkait dengan kehadiran masyarakat di dalam musyawarah desa. 

 

5.2  Saran 

Penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: 

a. Perangkat Desa Klampok 

Perangkat Desa Klampok diharapkan untuk lebih aktif untuk menggali setiap 

informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini berguna untuk 

memudahkan perangkat desa dalam menjalankan peraturan-peraturan baru yang 

diterbitkan oleh pemerintah. Perangkat Desa Klampok diharapkan untuk terus 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. 

perangkat desa dapat bekerja sama dengan BPD untuk memberikan edukasi 

tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa  

b. Pemerintah Daerah 
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Pemerintah Daerah sebaiknya ikut berpartisipasi lebih dalam terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak 

aparatur desa sebagai edukasi seperti contoh ketika terdapat peraturan-peraturan 

baru yang muncul, aparatur desa dapat lebih cepat mendapatkan informasi dan 

siap melaksanakannya karena ada pendampingan dari Pemerintah Daerah  

c. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini hanya difokuskan dalam pengelolaan keuangan desa dimana 

peneliti memiliki batasan masalah yaitu tidak mengikuti proses perencanaan 

pengelolaan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang 

lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.  
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HASIL WAWANCARA 

 

1. TOPIK : PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

NARASUMBER : Bapak Tohari 

JABATAN : Kepala Desa Klampok 

TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018  

TEMPAT  : Rumah Kepala Desa Klampok 

Peneliti: Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu tahap-tahapnya   

seperti apa pak? 

Informan: Jadi Tahap keuangan desa itu diawali dari perencanaan, lalu ada   

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

Peneliti: terkait dengan perencanaan itu prosesnya seperti apa pak? 

Informan: Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan 

musyawarah desa (Musrenbangdes), Musyawarah desa untuk 

membahas usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun, 

setelah itu dibahas mengenai skala prioritas pembangunan dari 

usulan-usulan tersebut, setelah menentukan prioritas pembangunan 

di desa, pemerintah desa membentuk Tim RKP. Tim RKP itu 

bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)” 

Peneliti: Tim RKP itu apa pak? 

Informan: RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Tim RKP itu bertugas 

untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang nantinya 

RAB itu dijadikan dasar untuk membuat Rancangan APBDes 

Peneliti: Tim RKP itu anggotanya siapa aja pak? 



 

 

Informan: Tim RKP itu anggotanya ada dari perangkat desa, LPM, dan 

masyarakat, 

Peneliti: Untuk Musyawarahnya itu dilakukan bulan apa pak? 

Informan: antara april sampai juni mas 

Peneliti: Yang mengadakan musdes itu pemerintah desa atau masyarakat 

pak? 

Informan: BPD Mas, kami hanya memfasilitasi, BPD yang mengadakan 

acaranya  

Peneliti: yang hadir itu dari kalangan mana saja pak? 

Informan: Tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, LPM, termasuk semua 

unsur dari masyarakat mas. Dalam perencanaan pembangunan desa, 

kami itu selalu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, 

contohnya dalam musyawarah desa kami mengundang segenap 

masyarakat untuk ikut hadir dalam musyawarah tersebut, dalam 

penyusunan RKP, masyarakat juga kami libatkan dalam tim RKP. 

Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan kami juga melibatkan 

masyarakat untuk menjadi bagian dari tim yang merealisasikan 

pembangunan tersebut 

Peneliti: Dalam musyawarah itu selain membahas usulan-usulan 

pembangunan, apa ada hal lain yang dibahas atau disampaikan oleh 

pemerintah desa?  

Informan: selain membahas usulan-usulan pembangunan, kita juga 

menyampaikan realisasi anggaran tahun sebelumnya mas, Kami 

selalu berusaha se transparan mungkin kepada masyarakat, jika ada 

masyarakat yang ingin tau mengenai keuangan desa sebenaarnya 

boleh datang langsung ke kantor, kami juga menyampaikan 

anggaran lewat musyawarah yang diadakan tiap tahun, untuk 



 

 

realisasi anggaran juga kami sampaikan di musyawarah di awal 

tahun anggaran berikutnya, pada saat musdes. 

NARASUMBER : Bapak Purwito 

JABATAN : Kepala Dusun III 

TANGGAL : Kamis, 21 Desember 2018  

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok 

Peneliti: Pak, apa benar disini itu setiap tahun diadakan musyawarah desa 

terkait pengelolaan keuangan pak? 

Informan: iya mas, kami mengadakan musyawarah desa, musyawarah desa 

membahas rencana pembangunan untuk masing-masing dusun, 

setelah itu kita menentukan pembangunan-pembangunan mana yang 

paling darurat untuk dilaksanakan yang penentuan anggarannya 

ditentukan lebih dulu 

Peneliti: Apa benar masing-masing dusun itu membuat usulan pembangunan 

lalu kemudian dibahas di musyawarah? 

Informan: Iya mas, jadi kami dari dusun membawa usulan pembangunan ke 

musdes, lalu di musdes dinilai prioritas mana dulu yang harus 

dibangun 

Peneliti: untuk tahun anggaran saat ini itu musyawarahnya dilakukan tahun 

sebelumnya pak? 

Informan:  iya mas, untuk membuat anggaran, jadi harus tahun sebelumnya 

Peneliti: di bulan apa pak musyawarahnya? 

Informan: Mei mas 

Peneliti: Warga dilibatkan gak pak buat hadir di musdes, 

Informan: iya mas, kantor desa memfasilitasi untuk warga yang ingin hadir 

langsung memberikan usulan 



 

 

 

NARASUMBER : Bapak Sutrisno 

JABATAN : Sekretaris Desa Klampok 

TANGGAL : Jum’at, 21 Desember 2018  

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok  

Peneliti:  Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu tahap-tahapnya   

seperti apa pak? 

Informan: Jadi Tahap keuangan desa itu diawali dari perencanaan, 

pelaksanaan, lalu penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban 

Peneliti: Apa fungsi dan tugas sekretaris desa dalam perencanaan keuangan 

desa ? 

Informan: Jadi setelah musdes dibentuk tim RKP untuk merancang RAB, lalu 

mereka membuat laporan RKP, jadi RKP desa disusun, saya 

menyusun rancangan perdes APBDes. Rancangan tersebut itu 

berdasarkan RKP tahun anggaran yang sama, setelah itu saya 

serahkan ke Kades dan BPD untuk disepakati bersama. Untuk tahun 

2017, perdes APBDes ada di nomor empat tahun 2017 aturannya. 

 

2. TOPIK : PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

NARASUMBER : Bapak Tohari 

JABATAN : Kepala Desa Klampok 

TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018  

TEMPAT  : Rumah Kepala Desa Klampok 

 

Peneliti:  Terkait dengan pelaksanaan keuangan desa, apa sudah 

mematuhi peraturan yang ada pak? 



 

 

Informan:  Aparatur desa sudah berupaya mentaati peraturan yang ada. 

Kami siap ditegur oleh pemerintah jika ada hal yang kurang 

tepat dalam pengelolaan keuangan desa 

 

NARASUMBER : Ibu Ika Kartika Sari 

JABATAN : Bendahara Desa Klampok 

TANGGAL : Jum’at, 28 Desember 2018 

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok 

 

Peneliti: Mbak, apa dalam melakukan penerimaan uang ataupun 

pengeluaran disini sudah memakai rekening bank? 

Informan: Kita sudah memakai rekening bank mas, bank jatim, jadi jika 

akan melakukan pembayaran kita memakai rekening itu, 

selain melakukan pembayaran rekeningnya juga digunakan 

untuk penerimaan transfer ADD sama DD dari kabupaten. 

Peneliti: Tapi masih menyimpan uang yang tunai kan mbak? 

Informan: Iya mas,  

Peneliti: paling banyak atau maksimal berapa mbak, yang disimpan 

di brankas itu? 

Informan: Uang tunai yang di brankas kita paling banyak 50 Juta mas 

Peneliti: Mbak, jika ingin ada pengeluaran kas, itu tahap-tahapnya 

seperti apa? 

Informan: Pengeluaran uang harus dilakukan dengan melengkapi 

berkas berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan 

Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi sekretaris 

desa lalu disahkan oleh Kepala Desa. ini yang menjadi syarat 

pengeluaran uang oleh Bendahara. 

Peneliti: Mengenai pajak disini bagaimana mbak? 

Informan: Setiap ada pengeluaran yang menyebabkan pajak, kita ambil 

pajaknya mas, terus langsung kita setorkan. 

 



 

 

NARASUMBER : Bapak Sutrisno 

JABATAN : Sekretaris Desa Klampok 

TANGGAL : Jum’at, 21 Desember 2018  

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok  

  

Peneliti: terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, apa tugas 

sekretaris desa terkait hal itu, apa ada yang berkaitan dengan 

kegiatan pencairan dana?  

Informan: Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan 

mengajukan pendanaan dulu memakai RAB, nantinya RAB 

itu diverifikasi terlebih dahulu oleh saya sebelum disahkan 

oleh Kepala Desa, nanti waktu pertanggungjawaban 

pelaksana kegiatan wajib mencatat pengeluaran-

pengeluarannya di Buku Kas Kegiatan, kalo mau liat 

silahkan minta ke mba ika 

 

3. TOPIK : PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

NARASUMBER : Bapak Tohari 

JABATAN  : Kepala Desa Klampok 

TANGGAL  : Kamis, 20 Desember 2018  

TEMPAT  : Rumah Kepala Desa Klampok 

 

Peneliti: Mengenai kegiatan penatausahaan disini seperti apa pak? 

apa sudah mengikuti ketentuan? 

Informan: Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara desa sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembukuan sudah 

dilakukan di Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, 

dan Buku Bank yang diinput ke aplikasi SISKEUDES 

 

 

 

 



 

 

NARASUMBER : Ibu Ika Kartika Sari 

JABATAN : Bendahara Desa Klampok 

TANGGAL : Jum’at, 28 Desember 2018 

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok 

 

Peneliti:  Mbak, disini laporan atau pembukuan yang dihasilkan itu 

apa aja terkait keuangannya? 

Informan:  Banyak mas, ada buku kas, buku bank, buku pembantu 

pajak, buku pembantu bank, 

Peneliti: Fungsi dari masing-masing jenis buku tadi itu apa mbak? 

Informan: Kalo buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran 

tunai, selain itu jika ada pencairan dari rekening juga dicatat 

disini. Buku bank gunanya untuk mencatat penerimaan dan 

pengeluaran dari transfer rekening. Kalo buku kas pembantu 

pajak digunakan buat mencatat pungutan pajak serta 

setorannya.   

Peneliti:  Mbak, apa benar disini sudah memakai siskeuedes? 

Informan: iya mas, saya melakukan pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran menggunakan Aplikasi SISKEUDES 

 

4. TOPIK : PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

NARASUMBER : Bapak Tohari 

JABATAN  : Kepala Desa Klampok 

TANGGAL  : Kamis, 20 Desember 2018  

TEMPAT  : Rumah Kepala Desa Klampok 

Peneliti: pak, terkait pelaporan keuangan desa, seperti apa pak? 

Informan: kita harus melaporkan realisasi anggaran mas ke bupati, lewat 

camat 

Peneliti:   Kapan pak pelaporannya, di bulan apa? 

Informan:  Awal juli dan akhir tahun 



 

 

Peneliti:   Apa ada kendala pak terkait pelaporannya? 

Informan: Kita menyampaikan LRA semester pertama pada awal Juli 

tahun 2017. Untuk semester akhir tahun, kami terlambat 

menyampaikan ke bupati dikarenakan ada beberapa kendala 

seperti perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan 

laporan yang belum cepat sehingga tidak tepat waktu. 

 

5. TOPIK : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA 

NARASUMBER : Bapak Sutrisno 

JABATAN  : Sekretaris Desa Klampok 

TANGGAL  : Jum’at, 21 Desember 2018  

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok  

 

Peneliti:  Pak, terkait pertanggungjawaban keuangan desa itu kan dilakukan 

di akhir tahun, itu apa saja yang dilaporkan pak? 

Informan:  Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kekayaan Desa, ADD, DD, 

sama LPPD mas 

Peneliti:  LPPD itu apa pak? 

Informan:  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Peneliti:  apa ada kendala pak dalam tahap pertanggungjawaban ini? 

Informan:  Untuk LPJ kami selalu kerepotan mas, kita baru selesai seluruh LPJ 

kegiatan pada awal maret, alasannya karena LPJ dilakukan untuk 

masing-masing kegiatan, sedangkan kegiatan kami cukup banyak, 

mengumpulkan dan menata berkas-berkasnya itu yang repot, karena 

terkadang ada berkas-berkas yang tersimpan di map lain  

Peneliti:  Untuk realisasi anggaran itu disampaikan ke masyarakat lewat apa 

pak? 



 

 

Informan:  Laporan Realisasi Anggaran kami sampaikan ke masyarakat lewat 

papan pengumuman yang ada di depan mas, jadi masyarakat bisa tau 

realisasi-realisasi kegiatan pembangunan pemerintah desa, kami 

juga memasang papan pengumuman mengenai anggaran 

pembangunan di dekat lokasi kegiatan pembangunannya mas, 

fungsinya agar  masyarakat tahu. 

 

NARASUMBER : Ibu Ika Kartika Sari 

JABATAN : Bendahara Desa Klampok 

TANGGAL : Jum’at, 28 Desember 2018 

TEMPAT  : Kantor Desa Klampok 

Peneliti: Mbak, apa masyarakat disini sering datang buat mencari tau perihal 

pengelolaan keuangan di desa mbak? 

 

Informan: Yaa masyarakat yang jadi TPK pembangunan itu sering kesini mas, 

 

Peneliti: Kalo masyarakat biasa mbak? Apa mereka sering tanya-tanya 

tentang keuangan? 

 

Informan: gak pernah mas, masyarakat Klampok memang masih belum bisa 

memahami tentang administrasi yang dilaksanakan di kantor desa 

ini, akan tetapi kami perangkat desa memberikan hak sepenuhnya 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan. Hal-hal terkait dengan pendanaan desa juga pasti kami 

sampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar 

masyarakat bisa datang untuk mendapatkan informasi yang 

dijelaskan oleh aparatur desa kepada masyarakat 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIODATA PENELITI 

 

Nama    :   Ades Faisal Pradana 

Tempat dan Tanggal  Lahir :   Pemalang, 01 Desember 1997 

Alamat Asal   :  Warungpring, Pemalang, RT 33/04 

Alamat Kos                             :   Jalan Candi 6A, Karangbesuki, Sukun, Malang    

Telepon/Hp   :  0819 0367 6762 

E-mail    :  adesfaisalpradana@gmail.com 

 

Pendidikan Formal 

2004 – 2009  SD Negeri 01 Cibuyur 

2009 – 2012  SMPN Negeri 02 Moga 

2012 – 2015  SMA Negeri 01 Pemalang 

2015 – 2019 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang 

 

Pengalaman Organisasi 
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